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ABSTRAK 

 

             Penelitian ini berjudul pelaksanaan perjanjian jual beli rumah dengan surat kuasa 

notariil,peristiwa jual beli merupakan bagian dari hukum perdata apabila terjadi suatu perkara 

merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukan tuntutannya didepan pengadilan. jual beli rumah 

atau tanah merupakan perbuatan hukum yang berupa penyerahan Hak Milik(penyerahan tanah dan 

bangunan (rumah) untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli,yang pada saat itu juga 

pembeli menyerahkan harganya kepada penjual.  menurut undang-undang no 5 tahun 1960 tentang 

pokok-poko agraria dan sejak berlakunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang 

pendaftaran Tanah,jual beli dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT(Pejabat Pembuatan Akta 

Tanah).akta jual beli yang di tanda tangani para pihak membuktikan telah terjadi pemindahab hak 

dari penjual dan pembeli kepada pembelinya dengan disertai pembayaran harganya,telah 

memenuhi syarat tunai dan menunjukkan bahwa secara nyata atau riil perbuatan hukum yang 

bersangkutan telah dilaksanaka. 

             Pendekatan penelitian inimenggunakan yuridis sosiologis.penelitian yuridis sosiologis 

adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris 

dengan jalan terjun langsung ke objeknya.penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum 

menggunakan data sekunder dengan data primer dilapangan.data primer dalam penelitian melalui 

wawancara terhadap notaris mengenai jual beli  

               Prosesl pembuatanl l Suratl Kuasal Notariill l juall belil l rumahl pertamal Notarisl l 

akanl menanyakanl alasanl kepentinganl dibuatnyal aktal kuasal tersebutl danl seorangl Notarisl l 

jugal akanl memintal data-datal identitasl paral pihakl seperti,l kartul tandal pendudukl (KTP)l 

pihakl pemberil kuasal maupunl pihakl penerimal kuasa,l kartul tandal pendudukl (KTP)l suamil 

ataul istril daril pihakl pemberil kuasa,l sertal kartul keluargal (KK)l pihakl pemberil kuasal ataul 

suratl nikah.l Dokumen-dokumenl yangl telahl disebutkanl sebelumnya,l dilakukanl untukl 

melakukanl suatul penelitianl awall mengenail kedudukanl paral pihak.l Dokumen-dokumenl 

tersebutl merupakanl syarat-syaratl yangl harusl dipenuhil ataul yangl dituntutl harusl adal olehl 

peraturanl perundang-undanganl untukl menjaminl kelegalitasanl aktal yangl dibuat.l Kemudianl 

blangkol yangl sudahl diisil Notarisl ,l danl ditanda-tanganil penerimal kuasal danl pemberil kuasal 

danl saksi.l Notarisl l akanl membacakanl aktal dil hadapanl penerimal kuasa,l pemberil kuasal 

danl saksi. 

 

 

 

 

 

 

Kata-kata kunci: Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah Dengan Surat 

Kuasa Notariil 



viii 
 

DAFTAR ISI 

 

JUAL BELI RUMAH DENGAN SURAT KUASA NOTA RIIL ........................ ii 

PERSETUJUAN SKRIPSI ...................................................................................... iii 

KATA PENGANTAR .............................................................................................. iv 

BAB  I  PENDAHULUAN .............................................................................. 1 

A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1 

B. Perumusan Masalah ..................................................................... 6 

C. Tujuan Penelitian ......................................................................... 7 

D. Kegunaan Penelitian .................................................................... 7 

E. Terminologi ................................................................................. 8 

F. Metode Penelitian ........................................................................ 9 

BAB  II  TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 15 

A. Jual Beli  ...................................................................................... 15 

B. Notaris ......................................................................................... 28 

C. Surat Kuasa.................................................................................. 33 

D. Perjanjian Pemberian Kuasa (Wakalah) Dalam Prespektif 

Hukum Islam ............................................................................... 39 

BAB  III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................. 52 

A. Proses Pembuatan Kuasa Notariil Dalam Jual Beli Rumah ........ 52 

B. Hukum Perdata Tentang Surat Kuasa Notariil Dalam Jual Beli 

Rumah ......................................................................................... 58 

BAB  IV  PENUTUP .......................................................................................... 63 

A. Kesimpulan .................................................................................. 63 

B. Saran ............................................................................................ 64 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 65 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

         Kebutuhan manusia akan rumah sebagai  tempat tinggal pada saat ini 

semakin meningkat. Hal tersebut banyak dimanfaatkan oleh berbagai bisnis 

baik organisasi maupun pribadi. Bukan hanya itu saja keanekaragaman 

kebutuhan manusia baik yang direncanakan atau tidak direncanakan banyak 

melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya 

adalah menjual rumah. Timbulnya aktivitas tersebut maka terciptanya jual 

beli. Jual beli merupakan  bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh 

masyarakat. Perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar 

kesepakatan para pihak ( penjual dan pembeli)
1
.  

          Peristiwa jual beli merupakan bagian dari Hukum Perdata  apabila 

terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukan 

tuntutannya di depan pengadilan. Adanya suatu Hukum jual beli maka 

aktivitas jual beli akan terjamin keamanannya apabila terjadi kecurangan 

dalam suatu jual beli didalam-Nya. Jual beli rumah atau tanah merupakan 

perbuatan hukum yang berupa penyerahan Hak Milik (penyerahan tanah dan 

bangunan (Rumah) untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang 

pada saat itu juga pembeli menyerahkan harganya kepada penjual. Jual beli 

yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dan bangunan (Rumah) 

                                                             
1  Kaparang, Tinjauan yuridis terhadap perjanjian jual beli rumah toko: studi kasus pada pt. Deli 
serdang estate di kawasan pasar modern deli old town, Skripsi , Medan,  2016, Hal: 11 
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dari penjual kepada pembeli yang termasuk dalam hukum agraria atau hukum 

tanah
2
. Menurut hukum perdata, jual beli rumah dianggap telah terjadi apabila 

tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli meskipun haknya yaitu 

berupa sertifikat rumah belum diserahkan dan harga yang telah disepakati 

belum dibayar lunas.  

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok 

Agraria, Jual beli rumah merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang 

sifatnya terdiri dari 3 unsur, yaitu: (1)Tunai artinya penyerahan hak dan 

pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama, (2)Riil artinya dengan 

mengucapkan kata-kata dengan mulut saja belumlah terjadi jual beli, hal ini 

dikuatkan dalam Putusan MA No. 271/K/SIP/ 1956 dan No.840/K/SIP/1971. 

Jual beli dianggap telah terjadi dengan penulisan kontrak jual beli di muka 

Kepala Kampung serta penerimaan harga oleh penjual, meskipun tanah yang 

bersangkutan masih berada dalam penguasaan penjual, (3)Terang artinya 

dipenuhi pada umumnya pada saat dilakukannya jual beli itu disaksikan oleh 

Kepala Desa, karena Kepala Desa dianggap orang yang mengetahui tentang 

hukum dan kehadiran Kepala Desa mewakili warga masyarakat desa tersebut.  

Sejak berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan oleh para pihak di hadapan 

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang bertugas membuat aktanya. 

Dengan dilakukannya jual beli di hadapan PPAT, dipenuhi syarat terang 

(bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi-

                                                             
2 Boedi Harsono, Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 

1971, hal. 135 
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sembunyi). Akta jual beli yang ditandatangani para pihak membuktikan telah 

terjadi pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dengan disertai 

pembayaran harganya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukkan bahwa 

secara nyata atau riil perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah 

dilaksanakan
3
. 

         Jual beli rumah yang riil dalam hukum perdata memiliki alat bukti 

tertulis yang disebut akta, terutama akta otentik yang dibuat oleh atau di 

hadapan Notaris. Notaris dapat membuat akta-akta mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan ketetapan, yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Notaris  sebagai 

pejabat yang berwenang membuat akta autentik dalam memberikan per 

lindungan hukum kepada masyarakat yang berpedoman kepada ketentuan 

yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris  (selanjutnya disebut UUJNP).
4
 Notaris  dalam menjalankan tugasnya 

harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-

undangan serta menjunjung tinggi kode etik Notaris.  

Notaris  dalam praktik kesehariannya di samping menjalankan 

profesinya sekaligus juga memangku sebagai pejabat publik juga memerankan 

empat fungsi diantarinya: 

                                                             
3 https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=82 diakses tanggal 13 Januari 2022 
4 Resen, kewenangan notaris dan ppat dalam proses pemberian hak guna bangunan atas tanah 

hak milik, Jurnal ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan, 2018, hal.42 

https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=82
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1. Notaris  sebagai pejabat yang membuatkan akta-akta bagi pihak yang 

datang kepadanya baik itu berupa partij acta maupun relass acta. 

2. Notaris  sebagai hakim dalam hal menentukan pembagian warisan. 

3. Notaris  sebagai penyuluh hukum dengan memberikan keterangan-

keterangan bagi pihak dalam hal pembuatan akta. 

4. Notaris  sebagai pengusaha dengan segala pelayanannya berusaha 

mempertahankan klien agar operasionalisasi kantornya tetap berjalan.
5
 

          Permasalahan saat ini banyak masyarakat melakukan cara proses jual 

beli khususnya rumah yaitu dengan melalui surat kuasa menjual rumah, dalam 

proses peralihannya salah satu pihak membuat surat kuasa untuk menjual hak 

atas tanah dan bangunan (rumah) dan satu pihaknya selaku sebagai penerima 

kuasa untuk melakukan penjual hak atas tanah dan bangunan (rumah)tersebut. 

          Penggunaan surat kuasa atau pelimpahan kuasa dari seseorang kepada 

orang lain sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat untuk memudahkan 

proses setiap urusannya. Kuasa merupakan kewenangan mewakili untuk 

melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama pemberi kuasa 

dalam bentuk tindakan hukum sepihak. Pemberian kuasa notariil merupakan 

pemberian kuasa dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh pejabat Notaris. 

Kuasa notariil atau yang lazim disebut dengan akta kuasa adalah draf kuasa 

yang dibuat  atas buah pikiran dari pejabat Notaris  itu sendiri.     

         Notaris Sebelum membuat akta Notaris menanyakan untuk kepentingan 

apa akta kuasa tersebut dibuat dan meminta data identitas masing-masing 

                                                             
5 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, 

PT.Refika Aditama, Bandung,  2008, hlm. 16-17 
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pihak, yaitu kartu tanda penduduk (KTP) pemberi dan penerima kuasa, kartu 

tanda penduduk (KTP) suami atau istri pemberi kuasa, kartu susunan keluarga 

(KSK) pemberi kuasa, atau surat nikah. Permintaan dokumen-dokumen 

tersebut terkait dengan kepentingan legalitas dan persyaratan yang dituntut 

oleh ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) yang mengatur bahwa 

“Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan 

kedua belah pihak.” 

         Dengan demikian, untuk melepaskan suatu hak kebendaan apabila hak 

kebendaan tersebut merupakan bagian dari harta bersama, suami atau istri 

hanya dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut dengan 

persetujuan dari pasangannya. Selain itu, Notaris  akan menanyakan syarat-

syarat khusus apa yang dibuat oleh para pihak, agar dapat dicantumkan di 

dalam akta.  

          Akta jual beli dibuat oleh PPAT tidak hanya pada hak atas tanah yang 

telah terdaftar (telah bersertifikat) atau Hak Milik Atas Rumah tersebut, 

namun juga pada hak atas tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota. Tujuan sebenarnya dari kuasa menjual yaitu Notaris /PPAT 

dapat langsung membuatkan Akta Jual Belinya untuk kemudian memproses 

balik nama sertifikatnya tanpa harus di hadiri oleh penjual, karena penjual 

telah memberikan kuasa menjual sebelumnya terhadap Notaris. 

Notaris  sendiri masih ditemukan dalam membuat surat kuasa menjual 

terhadap akta pengikatan jual beli sedangkan pembayarannya belum lunas 



6 
 

yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh Notaris.  Pemberian Kuasa 

Menjual menjadikan Kuasa Menjual menjadi dasar proses di buatnya AJB 

balik nama dan sekaligus dijadikan alat pendaftaran peralihan hak atas tanah 

dan bangunan (rumah) pada kantor pertanahan dimana rumah  tersebut berada. 

Sehingga pendaftaran peralihan hak hanya berdasarkan pada akta kuasa 

menjual tanpa diikuti dengan akta PPJB, yang seharusnya Kuasa Menjual 

tersebut dilengkapi dengan surat keterangan dari Notaris. 

Menurut Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan 

Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak atas Tanah dan 

bangunan (rumah). Salah satu ciri kuasa mutlak, yaitu kuasa memberikan 

kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan 

tanah dan bangunannya serta melakukan segala perbuatan hukum yang 

menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya. Karena menjual 

tanah dan bangunan termasuk perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh 

pemberi kuasa maka surat kuasa menjual atas tanah dan bangunan merupakan 

kuasa mutlak.
6
 

Uraian tersebut, peneliti menemukan adanya simpang siur mengenai 

Surat Kuasa Notariil dalam jual beli rumah, maka penelitian ini mengambil 

topik “ Jual Beli Rumah Dengan Surat Kuasa Notariil”. 

 

 

                                                             
6 https://asriman.com/ini-penyebab-tidak-berlakunya-surat-kuasa-menjual/ diakases tanggal 10 

Januari 2022 
 

https://asriman.com/ini-penyebab-tidak-berlakunya-surat-kuasa-menjual/
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B. Perumusan Masalah  

     Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana proses pembuatan Surat Kuasa Notariil dalam jual beli rumah? 

2. Bagaimana menurut hukum perdata tentang Surat Kuasa Notariil dalam 

jual beli rumah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Untuk mengetahui proses pembuatan Surat Kuasa Notariil dalam jual beli 

rumah. 

2. Untuk mengetahui surat kuasa Notariil dalam jual beli rumah dalam 

Undang-Undang Perdata. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Peneliti sangat mengharapkan hasil penelitian ini memberikan banyak 

manfaat khususnya: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini menambahkan masukan atau sumbangan ilmu dalam 

bidang Hukum khususnya Hukum Perdata mengenai Surat Kuasa Notariil 

dalam jual beli rumah. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, 

sehingga suatu hari nanti apabila peneliti melakukan penjualan atau 

pembelian rumah mengerti tata cara yang benar dan aman. 

b. Bagi Notaris  

Hasil penelitian ini memberikan masukan apakah Notaris  sebagai 

kuasa dalam jual beli rumah sesuai dengan etika dan perundang-

undangan mengenai jabatan Notaris. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini sebagai masukan untuk mempertimbangkan dalam 

urusan jual beli rumah apakah perlu menggunakan surat kuasa atau 

tidak dan mengetahui dampak apa yang terjadi apabila menggunakan 

Surat Kuasa Notariil dalam jual beli rumah 

d. Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi mahasiswa yang sedang 

melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan hasil penelitian 

ini. 

E. Terminologi 

Terminologi dalam penelitian ini antara lain: 

Jual : Mengalihkan hak milik (misalnya tanah) dengan 

perjanjian bahwa pemilik yang lama dapat 

membelinya kembali Akta Jual Beli 
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Beli : Memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) 

dengan uang. 

Surat Kuasa Notariil : Akta yang dibuat di hadapan Notaris  memuat uraian 

dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para 

pihak yang menghadap kepada Notaris. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara dalam menyelesaikan suatu 

masalah yang ada dan bertujuan untuk menentukan, menemukan, 

mengembangkan serta menguji lalu mengkaji kebenaran suatu pengetahuan 

dengan cara mengumpulkan, menyusun serta, menginterpretasikan kata-kata 

sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.
7
 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. 

Penelitian yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang 

bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan 

terjun langsung ke objeknya
8
. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah 

penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, 

yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan. Data primer 

dalam penelitian melalui wawancara terhadap Notaris  mengenai jual beli 

rumah dengan Surat Kuasa Notariil.  

 

                                                             
7 Arifin, Kuasa Menjual Notariil yang digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli (AJB) 

Hak Atas Tanah, Tesis, UIN,  Yogyakarta, 2020 hal.41 
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 

2005, hal. 51. 
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2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat 

sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau 

untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam 

masyarakat.
9
 

3. Sumber Data penelitian 

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder: 

a. Data Primer  

Data primer, yakni data yang akan dikumpulkan langsung dari 

subyek penelitian yang dapat diperoleh hasil wawancara.
10

 Data 

primer dalam penelitian ini adalah untuk mendukung data sekunder. 

Maka data primer dalam penelitian ini  narasumbernya adalah Notaris  

dan/atau PPAT Kabupaten Brebes. 

b. Data sekunder 

Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu : 

1) Bahan Hukum Primer 

                                                             
9 Soerjono Soekarito& Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Revisi Cet.49, PT 

RajaGrafindo Persada, Depok 2019 
10 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal.99 



11 
 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif  artinya mempunyai otoritas atau bahan yang 

mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis,
11

 seperti: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok 

Agraria. 

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris.  

d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak 

mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis  sifatnya 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

diperoleh dengan secara tidak langsung dari objeknya namun 

dengan melalui dari sumber lain baik secara lisan maupun tulisan. 

Seperti misalnya melalui buku-buku, jurnal, majalah,dokumen-

dokumen, internet dan melalui sumber lainnya.
12

 

3) Bahan Hukum Tersier 

                                                             
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2013), hal. 181. 
12 Ibid 99 
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Berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer 

atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, 

kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya yang 

terkait jual beli rumah dengan Surat Kuasa Notariil. 

 

4. Alat pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan 

data diantaranya: 

a. Studi Dokumen atau Kepustakaan (Library Research) 

Merupakan kegiatan mengumpulkan serta memeriksa ataupun 

melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen atau kepustakaan 

yang akan memberikan informasi ataupun keterangan yang mampu 

menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini. Tahapan 

pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan  cara membaca, 

menelaah buku, mempelajari, mencatat dan juga mengutip buku-buku, 

serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik
13

. Wawancara yang dilakukan peneliti mengajukan 

beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan topik permasalahan 

                                                             
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: 

Alfabeta, 2013), hal.316 
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penelitian ini yang akan diajukan kepada narasumber yaitu Ibu Tri 

Sakti Handayani, SH  sebagai Notaris  Pembuat Akta Tanah atau 

Rumah Kabupaten Brebes. 

 

5. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah kota Brebes dan yang menjadi 

subyek penelitian adalah Surat Kuasa Notariil dalam jual beli rumah. 

 

6. Analisis Data Penelitian 

Data-data yang sudah diperoleh tersebut kemudian di analisa 

dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif.
14

 Analisis Kualitatif  

dalam penelitian ini dengan mengadakan pengamatan data-data yang 

diperoleh dan menghubungkan tiap- tiap data yang diperoleh tersebut 

dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti dengan logika induktif. Logika induktif  yakni 

berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan 

menggunakan yuridis normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum 

dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif 

sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang 

menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap 

permasalahan dan tujuan penelitian. 

 

                                                             
14 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 

103. 
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7. Sistematika Penelitian 

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab  diantaranya: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan 

Sistematika penelitian. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang perluasan dari proposal yang terdiri dari konsep-

konsep hukum membahas tentang jual beli rumah dengan Surat Kuasa 

Notariil, undang-undang perdata tentang jual beli rumah, Surat Kuasa 

Notariil. 

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian seperti perundang-perundangan 

yang berhubungan dengan surat kuasa notariil dalam jual beli rumah, dan 

perundang-undangan tentang etika Notaris  sebagai Kuasa Notariil. 

BAB IV Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 
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BABl II 

TINJAUANl PUSTAKA 

 

A. Juall Belil  

1. Pengertianl Juall Beli 

Juall belil merupakanl prosesl pemindahanl hakl milikl berupal barangl ataul 

hartal kepadal pihakl lainl denganl menggunakanl sebagail alatl tukarnya,l yangl  

didalamnyal mencakupl kesepakatanl antaral dual pihak,l yaitul penjuall danl 

pembeli.l Penjuall adalahl orangl ataul sekelompokl orangl yangl mengeluarkanl 

barangl untukl diperdagangkan,l sedangkanl pembelil adalahl orangl ataul 

sekelompokl orangl yangl berusahal menjadikanl barangl ataul hartal miliknyal  

denganl caral membayarl kepadal pihakl penjual.
15

 

Pengertianl juall belil rumahl dibedakanl menjadil 2l (dua),l yaitul menurutl 

Hukuml Baratl yangl tertuangl dalaml KUHPerdatal danl menurutl Hukuml Adat,l 

sebagail berikutl : 

a. Juall belil l rumahl menurutl KUHPerdata 

Juall belil menurutl ketentuanl Pasall 1457l KUHPerdatal adalahl suatul 

persetujuan,l denganl manal pihakl yangl satul mengikatkanl dirinyal untukl 

menyerahkanl suatul kebendaan,l danl pihakl yangl lainl untukl membayarl hargal  

yangl telahl diperjanjikan.l Perjanjianl tersebutl dianggapl telahl terjadil antaral 

kedual belah,l kemudianl l setelahl antaral pihakl penjuall danl pembelil mencapail 

katal sepakatl tentangl kebendaanl tersebutl meskipunl kebendaanl itul beluml 

                                                             
15

Sutedi,l l Peralihanl Hakl Atasl Tanahl danl Pendaftarannya,l Ed.l 1,l Cet.l 6,l (Jakartal :l Sinarl Grafika,l 2014)l 

hal.l 71 
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diserahkanl maupunl kebendaanl itul beluml dibayar,l demikianl ketentuanl 

pasall 1458l KUHPerdatal menyatakan.l Selanjutnyal menurutl ketentuanl 

Pasall 1459l KUHPerdata,l Hakl Milikl atasl bendal yangl  dijuall tidaklahl 

berpindahl kepadal sil pembelil selamal penyerahannyal beluml dilakukanl 

menurutl Pasall 612,l 613,l danl 616l KUHPerdata. 

l l l l l l l l Berdasarkanl ketentuan-ketentuanl dalaml KUHPerdatal Pasall 612,l 613,l 

616l tersebut,l makal kesepakatanl juall belil antaral kedual belahl pihakl 

mengenail barangl danl harga,l dimanal denganl juall belil tidakl secaral langsungl l 

terjadil peralihanl kepemilikanl namunl memerlukanl perbuatanl hukuml 

penyerahanl (levering)l daril penjuall kepadal pembeli. 

b. Juall belil Rumahl menurutl Hukuml Adat 

Juall belil rumahl merupakanl prosesl peralihanl hakl yangl sudahl adal sejakl 

zamanl dahulul danl diaturl dalaml hukuml adatl denganl menggunakanl prinsipl 

dasar,l yaitul terangl danl tunai.l Terangl artinyal juall belil tersebutl harusl 

dilakukanl dil hadapanl pejabatl umuml yangl berwenang.l Pejabatl yangl  

berwenangl tersebutl bisal Kepalal Adatl (untukl tanah-tanahl adat,l Camatl 

(selakul PPATl dil daerahl yangl beluml PPAT-nya)l ataul PPATl yangl jugal 

Notaris.l Sedangkanl Tunail artinyal hargal juall belinyal harusl dibayarkanl 

secaral tunail (lunas).l Jadil apabilal hargal beluml lunas,l beluml dapatl dilakukanl 

prosesl juall beli.l Dewasal ini,l yangl diberil wewenangl melaksanakanl juall belil 

adalahl Pejabatl Pembuatl Aktal Tanahl (PPAT) l yangl terdiril daril : 

a. PPATl yangl merupakanl pejabatl umuml danl biasanyal jugal berprofesil 

sebagail Notaris.l  
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b. PPATl Sementara,l yaitul pejabatl pemerintahl yangl ditunjukl untukl 

melaksanakanl tugasl PPATl denganl membuatl aktal PPATl dil daerahl yangl 

beluml cukupl terdapatl PPAT.l Biasanyal  PPATl inil adalahl Camatl yangl  

ditunjukl olehl BPN. 

c. PPATl Khususl adalahl pejabatl BPNl yangl ditunjukl karenal jabatannyal 

untukl melaksanakanl tugasl PPATl denganl membuatl Aktal PPATl 

tertentu,l khususl dalaml rangkal pelaksanaanl programl ataul tugasl 

pemerintahl tertentu.l PPATl daril l pensiunanl pegawail BPNl danl 

berwenangl untukl membuatl aktal peralihanl hakl atasl tanah-tanahl 

tertentu. 

Sejakl berlakunyal PPl No.l 10l Tahunl 1961l jol PPl No.l 24l Tahunl 1997l 

tentangl Pendaftaranl Tanah,l juall belil dilakukanl olehl paral pihakl dil hadapanl 

PPATl yangl bertugasl membuatl Aktanya.l l Juall belil l yangl pelaksanaanl dil 

hadapanl PPAT,l dipenuhil syaratl terang.l Denganl Aktal juall belil yangl  

ditandatanganil paral pihakl membuktikanl telahl terjadil pemindahanl hakl daril 

penjuall kepadal pembelinyal denganl disertail pembayaranl harganya,l telahl 

memenuhil syaratl tunail danl menunjukkanl bahwal secaral nyatal ataul riill 

perbuatanl hukuml juall belil yangl bersangkutanl telahl dilaksanakan.l Karenal 

perbuatanl hukuml yangl dilakukanl merupakanl perbuatanl hukuml pemindahanl 

hak,l makal aktal tersebutl membuktikanl bahwal penerimal hakl (pembeli)l sudahl 

menjadil pemegangl hakl baru. 
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2. Syaratl Sahl Perjanjianl Juall Belil  

Juall belil tanahl harusl memenuhil syaratl sahnyal perjanjianl sebagaimanal 

diaturl dalaml Pasall 1320l KUHPerdata,l yaitul : 

a. Sepakatl merekal yangl mengikatkanl dirinya.l Syaratl kesepakatanl inil artinyal 

bahwal subjekl hukuml yangl melakukanl transaksil harusl adal danl membuatl 

kesepakatanl antaral pemilikl denganl calonl penerimal barang,l yangl dalaml 

juall belil tanahl hakl milikl tersebutl harusl adal penjuall danl pembeli. 

b. Kecakapanl untukl membuatl suatul perikatan.l Syaratl kecakapanl artinya,l 

bahwal pihak-pihakl yangl bertransaksil harusl cakapl dalaml melakukanl 

perbuatanl hukum,l yangl manal kecakapanl bertindakl dalaml hukuml 

merupakanl kemampuanl seseorangl untukl membuatl suatul perjanjian,l 

sehinggal perikatanl yangl diperbuatnyal menjadil sahl menurutl hukum. 

c. Suatul hall tertentu.l Artinyal bahwal harusl adanyal objekl hukuml yangl pasti,l 

yaitul sertifikatl tanahl Hakl atasl tanah. 

d. Suatul sebabl yangl halal.l Adalahl materil perjanjianl haruslahl perbuatanl yangl  

tidakl dilarangl olehl hukum,l melanggarl ketertibanl umuml danl kesusilaan. 

Syaratl sebagaimana l ketentuanl Pasall 1320l KUHPerdatal tersebut,l 

untukl transaksil juall belil atasl tanahl harusl dilakukanl dil hadapanl pejabatl yangl  

berwenangl yaitul PPAT,l makal transaksil juall belil tersebutl jugal harusl memenuhil 

baikl syaratl formill maupunl syaratl materiil. 

a. Syaratl materiill yangl merupakanl syaratl yangl menentukanl sahnyal juall belil 

tanahl tersebut,l yaitu 

1) Pembelil berhakl membelil rumahl yangl bersangkutan 
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Pembelil sebagail penerimal hakl harusl memenuhil syaratl untukl 

memilikil rumahl yangl akanl dibelinya.l Untukl menentukanl berhakl ataul 

tidaknyal sil pembelil memperolehl hakl atasl rumahl yangl dibelinyal  

tergantungl padal hakl apal yangl adal padal rumahl tersebut,l apakahl Hakl 

Milik,l Hakl Gunal Bangunan,l Hakl Gunal Usaha,l ataul Hakl pakai.l Pasall 

21l UUPAl menentukan,l hanyal wargal negaral Indonesial tunggall danl 

badan-badanl hukuml yangl ditetapkanl pemerintah.l Sehinggal menurutl 

Pasall 26l (2)l UUPA,l jikal pembelil mempunyail kewarganegaraanl asingl 

dil sampingl kewarganegaraanl Indonesianyal ataul kepadal badanl 

hukuml yangl tidakl dikecualikanl olehl pemerintah,l makal juall belil 

tersebutl batall karenal hukuml danl tanahl jatuhl padal Negara. 

2) Penjuall berhakl menjuall tanahl yangl bersangkutan 

Yangl berhakl menjuall rumahl adalahl sil pemegangl yangl sahl atasl tanahl 

tersebutl yangl disebutl pemilik.l Kalaul pemilikl rumahl hanyal satul 

orang,l makal l berhakl menjuall sendiril rumahl itu.l Akanl tetapil bilal 

pemilikl rumahl adalahl dual orangl makal yangl berhakl menjuall rumahl itul 

ialahl kedual orangl itul secaral bersama-sama.l Tidakl bolehl seorangl sajal 

yangl bertindakl sebagail penjual. 

3) Tanahl hakl yangl bersangkutanl bolehl diperjualbelikanl danl tidakl 

sedangl dalaml sengketa.l  

Mengenail tanahl apal yangl bisal diperjualbelikanl telahl ditentukanl 

dalaml UUPA,l yaitul tanahl Hakl Milikl (Pasall 20),l Hakl Gunal Usahal 

(Pasall 28),l Hakl Gunal Bangunanl (Pasall 35),l Hakl Pakail (Pasall 41). 
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l Jikal salahl satul syaratl materiill tidakl terpenuhi,l dalaml artil penjuall 

bukanl merupakanl orangl yangl berhakl atasl tanahl yangl dijualnyal ataul 

pembelil tidakl memenuhil syaratl untukl menjadil pemilikl hakl atasl tanah,l 

ataul tanahl yangl diperjualbelikanl sedangl dalaml sengketal ataul merupakanl 

tanahl yangl tidakl bolehl diperjuall belikan,l makal juall belil tanahl itul adalahl 

tidakl sah.l Juall belil tanahl yangl dilakukanl olehl yangl tidakl berhakl adalahl 

batall demil hukum.l Ataul sejakl semulal hukuml menganggapl tidakl pernahl 

terjadil juall beli. 

b. Syaratl formil 

Pejabatl Pembuatl Aktal Tanahl (PPAT)l akanl membuatl aktal juall 

belinyal setelahl semual persyaratanl materiill terpenuhi.l Hall inil sesuail 

ketentuanl PPl No.l 24l Tahunl 1997l yangl menyatakanl Aktal Juall Belil harusl 

dibuatl olehl PPAT.l PPATl adalahl pejabatl umuml yangl diangkatl olehl Kepalal 

BPNl yangl mempunyail kewenanganl untukl membuatl Aktal Juall Beli.l Juall 

belil yangl dilakukanl tanpal dil hadapanl PPATl tetapl sahl karenal UUPAl  

berlandaskanl padal Hukuml Adatl sebagaimana l ketentuanl Pasall 5l UUPA,l  

dimanal dalaml Hukuml Adatl sisteml yangl  dipakail adalahl sisteml yangl  

konkret/kontan/l nyata/riil.l Namunl untukl mewujudkanl adannyal kepastianl 

hukuml dalaml setiapl peralihanl hakl atasl tanah,l PPl No.l 24l Tahunl 1997l 

sebagail peraturanl pelaksanal daril UUPAl telahl menentukanl bahwal setiapl 

perjanjianl yangl bermaksudl memindahkanl hakl atasl tanahl harusl 

dibuktikanl denganl suatul aktal yangl dibuatl olehl danl dil hadapanl PPAT. 
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Sebeluml aktal juall belil dibuatl makal disyaratkanl bagil paral pihakl 

untukl menyerahkanl surat-suratl yangl diperlukanl kepadal PPAT,l yaitul : 

1) Jikal tanahnyal sudahl bersertifikatl :l sertifikatl tanahnyal yangl aslil danl 

tandal buktil biayal pendaftarannya; 

2) Jikal tanahnyal beluml bersertifikatl :l suratl keteranganl bahwal tanahl 

tersebutl beluml bersertifikat,l surat-suratl tanahl yangl adal yangl  

memerlukanl penguatanl olehl Kepalal Desal ataul Camat,l dilengkapil 

denganl surat-suratl yangl membuktikanl identitasl penjuall danl 

pembelinyal yangl diperlukanl untukl persertifikatanl tanahnyal setelahl 

selesail dilakukanl juall beli. 

Setelahl aktal dibuat,l selambat-lambatnyal 7l haril sejakl aktal tersebutl 

dil tandatangani,l PPATl menyerahkanl aktal tersebutl kepadal kantorl 

pendaftaranl tanahl untukl pendaftaranl pemindahanl haknyal (Pasall 40l PPl 

No.l 24l Tahunl 1997).l Aktal PPATl berfungsil alatl pembuktianl mengenail 

benarl sudahl dilakukanl juall beli.l Hall inil sesuail denganl sisteml pendaftaranl 

tanah,l dimanal pendaftaranl juall belil hanyal dapatl dibuktikanl denganl aktal 

PPAT.l Juall belil tanpal aktal PPATl tidakl akanl dapatl memperolehl sertifikat,l 

biarpunl juall belinyal sahl menurutl hukum. 

Tatal caral juall belil rumahl langkahl yangl harusl ditempuhl untukl 

transaksil juall belil rumahl setelahl terjadil kesepakatanl antaral penjuall danl 

pembeli,l yaitul : 
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1) Aktal Juall Belil (AJB).l Untukl melakukanl juall belil tanah,l penjuall danl 

pembelil harusl datangl kel kantorl Pejabatl Pembuatl Aktal Tanahl (PPAT)l 

untukl membuatl Aktal Juall Belil rumah. 

2) Melengkapil persyaratanl AJBl dalaml prosesl juall belil terdapatl data-

datal yangl harusl dilengkapil untukl prosesl juall belil tersebut,l dimanal 

datal tersebutl merupakanl datal standarl yangl dimintal olehl PPAT,l yangl  

meliputil : 

a) Datal tanah,l meliputil : 

(1) PBBl aslil limal tahunl terakhirl berikutl Suratl Tandal Terimal 

Setoranl (Buktil bayarnya) 

(2) Sertifikatl aslil tanah/rumah 

(3) Aslil Izinl Mendirikanl Bangunanl (IMB) 

(4) Buktil pembayaranl rekeningl listrik,l telepon,l airl (bilal ada) 

(5) Jikal masihl dibebanil Hakl Tanggunganl (Hipotek)l harusl 

dilampirkanl pulal Sertifikatl Hakl Tanggunganl aslil atasl tanahl 

danl bangunanl dimaksud,l yangl dilengkapil denganl suratl 

lunasl danl aslil suratl royal daril bankl yangl bersangkutan; 

Khususl apartemenl ataul rumahl susun,l untukl peralihannyal  

biasanyal harusl menyertakanl Suratl Persetujuanl daril Ketual 

Perhimpunanl Penghuni. 

b) Datal penjuall danl pembeli 

(1) Untukl perseorangan 

(a) Fotokopil KTPl suami/istri l penjuall danl pembeli 
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(b) Fotokopil Kartul Keluargal danl Aktal Nikah 

(c) Fotokopil NPWPl penjuall danl pembeli 

(2) Untukl perusahaan 

(a) Fotokopil KTPl Direksil danl Komisarisl yangl Mewakili 

(b) Fotokopil Anggaranl Dasarl lengkapl berikutl 

pengesahannyal daril Menteril Kehakimanl danl Hakl 

Asasil Manusial RI. 

(c) Rapatl Umuml Pemegangl Sahaml PTl untukl menjuall 

(kalaul yangl dijual/dialihkanl merupakanl sebagianl 

besarl daril asetl PT)l ataul Suratl Pernyataanl (kalaul yangl  

dialihkanl hanyal merupakanl sebagianl kecill daril seluruhl 

asetl PT)l kepadal Direksi. 

Datal yangl diperlukanl danl harusl adal untukl prosesl juall 

belil danl balikl namal perseoranganl adalah: 

(a) PBBl aslil limal tahunl terakhirl berikutl Suratl Tandal 

Terimal Setoranl (buktil pembayaran) 

(b) Sertifikatl aslil tanah/rumah 

(c) Fotokopil KTPl suami/istri l penjuall danl pembeli 

(d) Fotokopil Kartul Keluargal danl Aktal Nikahl penjuall danl 

pembeli. 

Untukl juall belil yangl dilakukanl olehl ahlil waris,l makal 

datal yangl diperlukanl adalahl meliputi: 

(a) Suratl Keteranganl Waris 
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(b) Fotokopil KTPl seluruhl ahlil waris 

(c) Fotokopil Kartul Keluargal danl Aktal Nikahl daril paral ahlil 

warisl yangl sudahl menikah 

(d) Fotokopil NPWPl ahlil warisl (salahl satul saja); 

(e) Buktil pembayaranl Beal Perolehanl Hakl atasl Tanahl danl 

Bangunanl (BPHTB)l Warisl ataul yangl dikenall denganl 

istilahl Pajakl Waris. 

(3) Prosesl Pembuatanl Aktal Juall Belil atasl Tanahl /Rumahl dil 

Kantorl PPATl prosesl pembuatanl aktal juall belil atasl 

tanah/rumahl dikantorl PPATl adalahl sebagail berikut: 

(a) Persiapanl Pembuatanl Aktal Juall Beli 

(b) Sebeluml membuatl aktal juall beli,l PPATl melakukanl 

pemeriksaanl mengenail keaslianl sertifikatl kel Kantorl 

Pertanahan 

(c) Penjuall harusl membayarl Pajakl Penghasilanl (PPh)l 

apabilal hargal juall tanah/rumahl dil atasl enaml puluhl jutal 

rupiah.l Pembayaranl dilakukanl dil Bank/Kantorl Pos. 

(d) Calonl pembelil dapatl membuatl pernyataanl bahwal 

denganl membelil tanahl tersebutl l tidakl menjadil 

pemegangl hakl atasl tanahl yangl melebihil ketentuanl 

batasl luasl maksimum 

(e) Suratl pernyataanl daril penjuall bahwal tanahl yangl 

dimilikil tidakl dalaml sengketa. 
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(f) PPATl menolakl pembuatanl aktal juall belil apabilal tanahl 

yangl akanl dijuall sedangl dalaml sengketa. 

(g) Pembuatanl Aktal Juall Beli 

(1) Pembuatanl aktal harusl dihadiril olehl penjuall danl 

calonl pembeli,l ataul orangl yangl diberil kuasal 

denganl suratl kuasal tertulis 

(2) Pembuatanl aktal harusl dihadiril olehl sekurang-

kurangnyal dual orangl saksi 

(3) Pejabatl pembuatl aktal tanahl membacakanl aktal danl 

menjelaskanl mengenail isil danl maksudl pembuatanl 

akta 

(4) Bilal isil aktal telahl disetujuil olehl penjuall danl calonl 

pembeli,l makal aktal ditandatanganil olehl penjual,l 

calonl pembeli,l saksi-saksil danl pejabatl pembuatl 

aktal tanah 

(5) Aktal dibuatl dual lembarl asli,l satul lembarl disimpanl 

dil Kantorl PPATl danl satul lembarl lainnyal  

disampaikanl kel Kantorl Pertanahanl untukl 

keperluanl pendaftaranl (balikl nama) 

(6) Kepadal penjuall danl pembeli,l masing-masingl 

diberikanl salinannya. 

(h) Perbuatanl setelahl pembuatanl Aktal Juall Beli 
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(1) Setelahl selesail pembuatanl Aktal Juall Beli,l PPATl  

kemudianl menyerahkanl berkasl aktal juall belil kel 

Kantorl Pertanahanl untukl keperluanl balikl namal 

sertifikat 

(2) Penyerahanl harusl dilaksanakanl selambat-

lambatnyal tujuhl haril kerjal sejakl aktal tersebutl 

ditandatangani 

(i) Berkasl yangl harusl diserahkan 

(1) Suratl permohonanl balikl namal yangl  

ditandatanganil olehl pembeli 

(2) Aktal juall belil PPAT 

(3) Sertifikatl hakl atasl tanah 

(4) KTPl pembelil danl penjual 

(5) Buktil pelunasanl pembayaranl Pajakl Penghasilanl 

(PPh) 

(6) Buktil pelunasanl pembayaranl beal perolehanl hakl 

atasl tanahl danl bangunan. 

(j) Prosesl pengurusanl dil Kantorl Pertanahan 

(1) Setelahl berkasl disampaikanl kel Kantorl  

Pertanahan,l Kantorl Pertanahanl akanl memberikanl 

tandal buktil penerimaanl permohonanl balikl namal 

kepadal PPAT.l Selanjutnyal olehl PPATl tandal buktil 

penerimaanl inil diserahkanl kepadal pembeli 
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(2) Namal pemegangl hakl lamal (penjual)l dil dalaml bukul 

tanahl danl sertifikatl dicoretl denganl tintal hitaml danl 

diparafl olehl Kepalal Kantorl Pertanahanl ataul 

pejabatl yangl ditunjuk 

(3) Namal pemegangl hakl yangl  barul (pembeli)l ditulisl 

padal halamanl danl koloml yangl adal padal bukul tanahl 

danl sertifikatl denganl dibubuhil tanggall pencatatanl 

danl ditandatangani l olehl Kepalal Pertanahanl ataul 

pejabatl yangl ditunjuk 

(4) l Dalaml waktul 14l (empatl belas)l haril pembelil sudahl 

dapatl mengambill sertifikatl yangl sudahl atasl namal 

pembelil dil Kantorl Pertanahan 
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B. Notarisl  

1. Pengertianl Notarisl  

Pasall 1l UUl No.l 2l  Tahunl 2014l tentangl Jabatanl Notarisl l mendefinisikanl 

Notarisl l sebagail pejabatl umuml yangl berwenangl untukl membuatl aktal otentikl 

danl kewenanganl lainnyal sebagaimana l dimaksudl dalaml Undang-Undangl  

Jabatanl Notarisl l ataul berdasarkanl Undang-Undangl lainnya.l Jabatanl Notarisl l 

adalahl sebagail pejabatl umuml yangl ditugaskanl olehl kekuasaanl umuml untukl 

melayanil kebutuhanl masyarakatl akanl alatl buktil otentikl yangl  memberikanl 

kepastianl hubunganl hukuml keperdataan.l Sepanjangl alatl buktil otentikl tetapl 

diperlukanl olehl sisteml hukuml negaral makal jabatanl Notarisl l akanl tetapl 

diperlukanl eksistensinyal ditegahl masyarakatl (Hartanti,l 2013). 



29 
 

Notarisl l tidakl cukupl hanyal memilikil keahlianl hukuml tetapil jugal harusl 

dilandasil tanggungl jawabl danl penghayatanl terhadapl keluhuranl martabatl danl 

etika.l Notarisl l dalaml menjalankanl profesinyal secaral profesional,l amanah,l 

jujur,l mandiri,l berdedikasil tinggi,l menjagal sikap,l tingkahl lakul sertal selalul 

menjunjungl harkatl danl martabatnyal denganl menegakkanl kodel etikl Notarisl ,l 

yangl berkedudukanl danl bertugasl sebagail penengahl yangl tidakl bolehl berpihak,l 

bukanl sebagail perantaral ataul pembela. 

2. Wewenangl danl Kewajibanl Notarisl  

UUl No.l 2l Tahunl 2014l Tentangl Jabatanl Notarisl l telahl mengaturl denganl 

jelasl tugasl danl kewenanganl Notarisl .l Dalaml Pasall 15l (1)l disebutkanl bahwal 

Notarisl l berwenangl membuatl aktal otentikl mengenail semual perbuatan,l 

perjanjian,l danl ketetapanl yangl diharuskanl olehl peraturanl perundang-l  

undanganl dan/ataul yangl dikehendakil olehl yangl berkepentinganl untukl 

dinyatakanl dalaml aktal otentik,l menjaminl kepastianl tanggall pembuatanl akta,l 

menyimpanl akta,l memberikanl grosse,l salinanl danl kutipanl akta,l semuanyal itul 

sepanjangl pembuatanl akta-aktal itul tidakl jugal ditugaskanl ataul dikecualikanl 

kepadal pejabatl lainl ataul orangl lainl yangl ditetapkanl olehl undang-undang. 

 

 

Selanjutnyal dalaml ayatl (2)l disebutkanl bahwal Notarisl l berwenang: 

a. Mengesahkanl tandal tanganl danl menetapkanl kepastianl tanggall suratl dil 

bawahl tanganl denganl mendaftarl dalaml bukul khusus; 
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b. Membukukanl surat-suratl dil bawahl tanganl denganl mendaftarl dalaml bukul 

khusus; 

c. Membuatl kopil daril aslil surat-suratl dil bawahl tanganl berupal salinanl yangl  

memuatl uraianl sebagaimana l ditulisl danl digambarkanl dalaml suratl yangl 

bersangkutan; 

d. Melakukanl pengesahanl kecocokanl fotokopil denganl suratl aslinya; 

e. Memberikanl penyuluhanl hukuml sehubunganl denganl pembuatanl akta; 

f. Membuatl aktal yangl berkaitanl denganl pertanahanl l atau; 

g. Membuatl aktal risalahl lelang. 

 

3. Kewajibanl Notarisl  

l l l l l l l l l l l l l Notarisl l selainl memilikil kewenangan,l Notarisl l jugal memilikil kewajibanl antaral 

lain: 

a. Bertindakl jujur,l saksama,l mandiri,l tidakl berpihak,l danl menjagal 

kepentinganl pihakl yangl terkaitl dalaml perbuatanl hukum 

b. Membuatl aktal dalaml bentukl Minutal Aktal danl menyimpannyal sebagail 

bagianl daril Protokoll Notarisl  

c. Mengeluarkanl Grossel Akta,l Salinanl Akta,l ataul Kutipanl Aktal 

berdasarkanl Minutal Akta 

d. Memberikanl pelayananl sesuail denganl ketentuanl dalaml Undang-Undangl  

ini,l kecualil adal alasanl untukl menolaknya 

e. Merahasiakanl segalal sesuatul mengenail aktal yangl dibuatnyal danl segalal 

keteranganl yangl diperolehl gunal pembuatanl aktal sesuail denganl 

sumpah/janjil jabatan,l kecualil undang-undangl menentukanl lain 
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f. Menjilidl aktal yangl dibuatnyal dalaml 1l (satu)l bulanl menjadil bukul yangl  

memuatl tidakl lebihl daril 50l (limal puluh)l akta,l danl jikal jumlahl aktal tidakl 

dapatl dimuatl dalaml satul buku,l aktal tersebutl dapatl dijilidl menjadil lebihl 

daril satul buku,l danl mencatatl jumlahl Minutal Akta,l bulan,l danl tahunl 

pembuatannyal padal sampull setiapl buku 

g. l Membuatl daftarl daril aktal protesl terhadapl tidakl dibayarl ataul tidakl 

diterimanya l suratl berharga 

h. l Membuatl daftarl aktal yangl berkenaanl denganl wasiatl menurutl urutanl 

waktul pembuatanl aktal setiapl bulan 

i. Mengirimkanl daftarl aktal sebagaimanal dimaksudl dalaml hurufl hl ataul 

daftarl nihill yangl berkenaanl denganl wasiatl kel Daftarl Pusatl Wasiatl 

Departemenl yangl tugasl danl tanggungl  jawabnyal dil bidangl kenotariatanl 

dalaml waktul 5l (lima)l haril padal minggul pertamal setiapl bulanl berikutnya 

j. Mencatatl dalaml repertoriuml tanggall pengirimanl daftarl wasiatl padal setiapl 

akhirl bulan 

k. Mempunyail cap/stempel l yangl memuatl lambangl negaral Republikl 

Indonesial danl padal ruangl yangl melingkarinyal dituliskanl nama,l jabatan,l 

danl tempatl kedudukanl yangl bersangkutan 

l. Membacakanl aktal dil hadapanl penghadapl denganl dihadiril olehl palingl  

sedikitl 2l (dua)l orangl saksil danl ditandatanganil padal saatl itul jugal olehl 

penghadap,l saksi,l danl Notarisl . 

m. Menerimal magangl calonl Notarisl                                 
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4. Laranganl Notarisl  

Dil sampingl wewenangl danl kewajiban,l Notarisl l jugal dilarang: 

a. Menjalankanl jabatanl dil luarl wilayahl jabatannya 

b. Meninggalkanl wilayahl jabatannyal lebihl danl 7l (tujuh)l haril kerjal berturut-

turutl tanpal alasanl yangl sah 

c. Merangkapl sebagail pegawail negeri 

d. Merangkapl jabatanl sebagail pejabatl negara 

e. Merangkapl jabatanl sebagail advokat 

f. Merangkapl jabatanl sebagail pemimpinl ataul pegawail Badanl Usahal Milikl 

Negara,l Badanl Usahal Milikl Daerahl Ataul Badanl Usahal Swasta 

g. Merangkapl jabatanl sebagail Pejabatl Pembuatl Aktal Tanahl dil luarl wilayahl  

jabatanl Notarisl ; 

h. Menjadil Notarisl l Pengganti;l atau 

i. Melakukanl pekerjaanl lainl yangl bertentanganl denganl normal agama,l 

kesusilaan,l ataul kepatutanl yangl dapatl mempengaruhil kehormatanl danl 

martabatl jabatanl Notarisl . 

Sebeluml menjalankanl jabatannya,l Notarisl l wajibl mengucapkanl 

sumpah/janjil menurutl agamanyal dil hadapanl Menteril ataul pejabatl yangl  

ditunjukl sebagail berikut: 

 “Sayal bersumpah/berjanji:l bahwal sayal akanl patuhl danl setial kepadal Negaral 

Republikl Indonesia,l Pancasilal danl Undang-l Undangl Dasarl Negaral Republikl 

Indonesial Tahunl 1945,l Undang-Undangl tentangl Jabatanl Notarisl l serial 

peraturanl perundang-undanganl lainnya.l bahwal sayal akanl menjalankanl 

jabatanl sayal denganl amanah,l jujur,l saksama,l mandiri,l danl tidakl berpihak.l 

bahwal sayal akanl menjagal sikap,l tingkahl lakul saya,l danl akanl menjalankanl 

kewajibanl sayal sesuail denganl kodel etikl profesi,l kehormatan,l martabat,l danl 
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tanggungl jawabl sayal sebagail Notarisl .l bahwal sayal akanl merahasiakanl isil 

aktal danl keteranganl yangl diperolehl dalaml pelaksanaanl jabatanl saya.l bahwal 

sayal untukl dapatl diangkatl dalaml jabatanl ini,l baikl secaral langsungl maupunl 

idakl langsung,l denganl namal ataul dalihl apal pun,l tidakl pernahl danl tidakl akanl 

memberikanl ataul menjanjikanl sesuatul kepadal siapal punl “ 

Undang-Undangl Nomorl 2l Tahunl 2014l tentangl Jabatanl Notarisl l 

(selanjutnyal disebutl UUJN)l Pasall 82l ayatl (1)l menyebutkan:l “Notarisl l  

berhimpunl dalaml satul wadahl Organisasil Notarisl .l ”Ikatanl Notarisl l Indonesial 

(INI)l sebagail satu-satunyal organisasil profesil Notarisl l dil Indonesial yangl telahl 

berbadanl hukum,l terdaftarl danl disahkanl olehl Departemenl Hukuml danl HAMl  

(Kementerianl Hukuml HAM). 

C. Suratl Kuasa 

1. Pengertianl suratl Kuasa 

Kuasal merupakanl suatul daya,l suatul kekuatanl ataul suatul wenang.l 

Dalaml KUHPerdatal tidakl terdapatl satul pasall punl yangl menyebutkanl denganl  

jelasl mengenail definisil daril kuasa,l yangl terdapatl hanyal pengertianl mengenail 

pemberianl kuasa
16

.l Menurutl Pasall 1792l KUHl Perdatal pemberianl kuasal adalahl 

suatul perjanjianl denganl manal seorangl memberikanl kekuasaanl kepadal 

seorangl lain,l yangl menerimanya,l untukl atasl namanyal menyelenggarakanl 

suatul urusan.l Persetujuanl menunjukkanl pemberianl kuasal menganutl konsepl 

sebagail perjanjianl (lastgeving),l dimanal ketentuanl syarat-syaratl sahnyal suatul 

perjanjianl danl asas-asasl hukuml yangl yangl terdapatl dalaml Pasall 1320l 

KUHPerdata,l yaitul asasl konsensualisme,l asasl kebebasanl berkontrakl danl asasl 

kekuatanl mengikat,l berlakul bagil perjanjianl pemberianl kuasa. 

                                                             
16

l Wicaksono,l Panduanl Lengkapl Membuat l Surat-Surat l Kuasa,(l Jakarta,l Visimedia,l 2009)l hal.l 1. 
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Pemberianl kuasal yangl terdapatl dalaml Pasall 1972l KUHPerdatal 

mencakupl : 

a. Pemberianl kuasal merupakanl suatul perjanjian 

b. Pemberianl kuasal inil ditujukanl untukl melakukanl perbuatanl hukum 

c. Denganl adanyal perwakilanl makal seseorangl untukl danl atasl namal orangl lainl 

bertujuanl untukl melakukanl suatul perbuatanl hukum 

Ketigal unsurl pokokl tersebutl harusl terpenuhil dalaml suatul perjanjianl 

pemberianl kuasa.l Hall inil dikarenakan,l jikal salahl satul unsurl pokokl diatasl tidakl 

ada,l makal perjanjianl yangl telahl adal tersebutl bukanl merupakanl suatul 

perjanjianl pemberianl kuasal sepertil yangl dimaksudl dil dalaml Pasall 1792l 

KUHPerdata. 

2. Bentukl Kuasa 

l l l l l l l l l l Bentukl kuasal inil dapatl dibagil menjadil dua,l yaitul kuasal lisanl danl kuasal 

tertulis.l Mengenail perbedaanl antaral keduanyal tersebutl dapatl dilihatl daril 

komparisil dalaml suatul kontrak. 

a. Kuasal Lisan 

Kuasal lisanl merupakanl kuasal yangl diberikanl secaral lisanl danl tidakl 

dapatl digunakanl untukl perbuatanl yangl berkaitanl denganl perbuatan-

perbuatanl hukuml untukl mengalihkanl hak,l sepertil membelil rumah.l Dalaml 

hall penggunaanl kuasal lisanl dalaml berperkaral dil pengadilan,l makal pihakl 

pemberil kuasal memberikanl kuasal lisanl tersebutl kepadal pihakl penerimal 

kuasal yangl kemudianl pihakl penerimal kuasal akanl menghadapl kel 

pengadilanl yangl kemudianl kuasal yangl diterimanyal tersebutl akanl disalinl 
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secaral tertulisl olehl pegawail pengadilanl danl untukl selanjutnyal  

ditandatanganil olehl pihakl pemberil kuasal tersebut. 

b. Kuasal Tertulis 

Kuasal tertulisl merupakanl suatul kuasal yangl diberikanl untukl 

melakukanl suatul perbuatanl hukuml tertentul danl mengenail pemberianl kuasal 

inil punl diberikanl ataul dilakukanl denganl mengikutil peraturanl perundang-

undangan.l Kuasal tertulisl digunakanl untukl melakukanl suatul perbuatanl 

hukuml seperti,l pemberianl kuasal untukl mewakilil seseorangl dalaml rangkal 

mendaftarkanl permohonanl balikl namal sertifikatl hakl atasl tanah. 

3. Jenisl Kuasa 

Menurutl jenisnya,l pemberianl kuasal inil dibedakanl menjadil dua,l yaitul 

kuasal dil bawahl tanganl danl kuasal notariil.l Perbedaanl antaral keduanya,l dapatl 

diketahuil daril susunanl danl redaksil yangl adal dalaml suratl kuasal tersebut. 

a. Kuasal Dil bawahl Tangan 

Kuasal dil bawahl tanganl merupakanl suatul kuasal yangl dibuatl dalaml 

bentukl tertulisl yangl dibuatl sendiril olehl paral pihakl ataul denganl katal lainl 

tidakl dibuatl olehl dan/ataul dil hadapanl pejabatl yangl berwenangl untukl itul 

yaitul Notarisl .l Kuasal dil bawahl tanganl tidakl dapatl memberikanl buktil yangl  

sempurna,l karenal kuasal dil bawahl tanganl hanyal dianggapl sebagail suatul 

penuturanl yangl dituturkanl olehl paral pihakl danl apal yangl dituturkanl tersebutl 

hanyal berhubunganl denganl isil pokokl mengenail hall apal yangl diperjanjikan.l 

Paral pihakl dalaml membuatl kuasal dil bawahl tanganl dikarenakanl kuasal dil 

bawahl tanganl inil memilikil beberapal kelebihanl yaitul lebihl cepatl dalaml 
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prosesl pembuatannya,l lebihl praktisl dalaml prosesl pembuatannya,l danl jugal 

lebihl rendahl biayal yangl dikeluarkanl dalaml prosesl pembuatannyal karenal 

hanyal membutuhkanl alatl tulis,l kertas,l danl materail sesuail denganl 

kepentinganl yangl disebutkanl dalaml kuasal tersebut.l Kuasal dil bawahl tanganl 

inil biasanyal digunakanl untukl melakukanl suatul pengurusanl balikl namal 

sertifikatl rumahl danl tanah,l untukl mengambill suatul paket,l danl untukl 

bertransaksil dil suatul bank. 

b. Kuasal notariill (Aktal Kuasa) 

Menurutl S.J.l Fockemal Andearl dalaml bukunyal yangl berjudul “Rechtl 

geleerdl Handwoorddenboek”l katal aktal berasall daril bahasal Latinl yaitul 

“acta”l yangl memilikil pengertianl geschriftl ataul surat,l sedangkanl menurutl 

R.l Subektil danl Tjitrosudibiol dalaml bukunyal yaitul Kamusl Hukuml  

menyatakanl bahwal “acta”l merupakanl bentukl jamakl daril katal “actum”l 

yangl berasall daril bahasal Latinl yangl memilikil pengertianl perbuatan-

perbuatan.l Sedangkanl aktal dalaml bahasal Belandal disebutl denganl “actel 

ataul akkta”l yangl  memiliki l dual macaml pengertianl yaitul pengertianl dalaml 

artil sempitl danl dalaml artil luasl yaitu:
17

 

1) Aktal dalaml pengertianl yangl luasl merupakanl suatul perbuatanl ataul 

handelingl ataul suatul perbuatanl hukum/rechthandeling. 

2) Aktal dalaml pengertianl yangl sempitl merupakanl suatul tulisanl yangl  

dibuatl sebagail buktil daril suatul perbuatanl hukum. 

                                                             
17

l Dini,l Tinjauanl Yuridisl Perjanjianl Perngikatanl Juall Belil Hakl Atasl tanahl yangl Dibuatl Dil Hadapanl 

Notaris,l (Yogyakarta,l Unisba,l 2011)l hall 57 
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Kuasal notariill ataul Aktal Kuasal merupakanl kuasal yangl dibuatl dalaml 

bentukl tertulis.l Kuasal notariill biasal disebutl denganl aktal kuasal yangl  

merupakanl aktal yangl dibuatl olehl danl atasl buahl pikiranl daril pejabatl yangl  

berwenangl untukl itul yaitul Notarisl .l Prosesl pembuatanl kuasal ini,l terlebihl 

dahulul biasanyal seorangl Notarisl l akanl menanyakanl alasanl kepentinganl 

dibuatnyal aktal kuasal tersebutl danl seorangl Notarisl l jugal akanl memintal data-

datal identitasl paral pihakl seperti,l kartul tandal pendudukl (KTP)l pihakl pemberil 

kuasal maupunl pihakl penerimal kuasa,l kartul tandal pendudukl (KTP)l suamil ataul 

istril daril pihakl pemberil kuasa,l sertal kartul keluargal (KK)l pihakl pemberil kuasal 

ataul Suratl Nikah. 

Dokumen-dokumenl yangl telahl disebutkanl sebelumnya,l dilakukanl 

untukl melakukanl suatul penelitianl awall mengenail kedudukanl paral pihak.l 

Dokumen-dokumenl tersebutl merupakanl syarat-syaratl yangl harusl dipenuhil 

ataul yangl dituntutl harusl adal olehl peraturanl perundang-undanganl karenal hall 

tersebutl berkaitanl dengan 

Legalitasl akanl aktal kuasal yangl akanl dibuat.l Hall inil bertujuanl untukl 

menjaminl legalitasl perjanjianl tersebutl hinggal konsekuensil yuridisl yangl  

dimungkinkanl terjadil padal saatl prosesl dibuatnyal perjanjian.l Sebagail contohl 

dalaml hall melepaskanl suatul hakl kebendaan,l seorangl suamil ataul istril wajibl 

untukl mendapatkanl persetujuanl daril pasangannyal danl wajibl untukl diketahuil 

satul samal lain.l Danl untukl selanjutnyal seorangl Notarisl l jugal akanl menanyakanl 

mengenail adal ataul tidaknyal suatul syaratl khususl yangl akanl dibuatl olehl paral 

pihakl yangl kemudianl akanl dicantumkanl dil dalaml akta. 
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4. Pembuatanl Kuasal Yangl Dilarang 

Berdasarkanl Instruksil Menteril Dalaml Negeril tanggall 6l Maretl 1982l 

Nomorl 14/1982l junctol Yurisprudensil Mahkamahl Agungl tanggall 14l Aprill 

1988l Nomorl 2584,l diaturl mengenail suratl kuasal yangl  tidakl diperbolehkanl lagil 

untukl dibuat,l yaitul suratl kuasal mutlakl yangl berhubunganl denganl 

tanah/rumah.l Pelaranganl inil dikarenakanl dalaml hall juall belil tanah/rumahl 

banyakl pihak-pihakl yangl menyalahgunakannya.l Karenal dil dalaml klausull 

kuasal mutlakl selalul dicantumkanl kalimatl “kuasal yangl  tidakl dapatl dicabutl 

kembali”,l sehinggal denganl adanyal klausull tersebutl penerimal kuasal dapatl 

denganl bebasl melakukanl perbuatanl apal pun,l baikl tindakanl pengurusanl 

maupunl tindakanl kepemilikanl atasl tanah/rumahl yangl dimaksud.l Tujuanl daril 

dilakukannyal pemberianl kuasal mutlakl inil adalahl untukl memberikanl 

kepastianl hukuml kepadal pembelil tanah/rumah.l Jadi,l apabilal semual 

persyaratanl yangl dibutuhkanl dalaml hall pembuatanl aktal juall belil sudahl 

terpenuhi,l makal untukl melakukanl suatul perbuatanl prosesl pemindahanl hakl 

atasl tanahl ataul prosesl balikl namal tersebutl tidakl memerlukanl lagil keterlibatanl 

daril pihakl penjual.l Namunl dalaml Instruksil Mendagril Nomorl 14l Tahunl 1982l 

diaturl bahwal mengenail pemberianl kuasal mutlakl yangl dikaitkanl denganl 

perjanjianl pengikatl juall belil atasl tanah/rumahl (PPJB)l makal pemberianl kuasal 

mutlakl tersebutl tidakl dianggapl identikl denganl pemberianl kuasal mutlakl yangl  

dilarang. 
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Penggunaanl kuasal mutlakl yangl tidakl termasukl sebagail kuasal mutlakl 

yangl dilarangl dalaml Instruksil Menteril Dalaml Negeril Nomorl 14l Tahunl 1982l 

adalah: 

a. Penggunaanl kuasal mutlakl yangl dimaksudl dalaml Pasall 3l blankol aktal juall 

belil sebagaimana l ditetapkanl dalaml Peraturanl Menteril Agrarial Nomorl 11l 

Tahunl 1961l tentangl Bentukl Akta. 

b. Penggunaanl kuasal penuhl yangl dicantumkanl dalaml perjanjianl pengikatanl 

juall belil yangl aktanyal dibuatl olehl seorangl Notarisl . 

c. Penggunaanl kuasal yangl digunakanl untukl memasangl hipotekl yangl aktanyal 

dibuatl olehl Notarisl 

18
. 

D. Perjanjianl Pemberianl Kuasal (Wakalah)l Dalaml Prespektifl Hukuml Islam 

1. Wakalah 

a. Pengertianl Wakalah 

Wakalahl (Pemberianl Kuasa)l secaral umumnyal dapatl didefinisikanl 

sebagail suatul perjanjianl dimanal seseorangl mendelegasikanl ataul 

menyerahkanl sesuatul wewenangl (kekuasaan)l kepadal seseorangl yangl lainl 

untukl menyelenggarakanl sesuatul urusanal danl orangl lainl tersebutl 

menerimanya,l danl melaksanakanyal untukl danl atasl namal pemberil kuasa.l 

Sayyidl Sabiql dalaml bukul fiqhl sunnahl 13l mendefinisikanl wakalahl sebagail 

pelimpahanl kekuasaanl olehl seseorangl kepadal yangl  lainl dalaml hal-hall 

yangl dapatl diwakilkan.
19

l Latarl belakangl mengapal dewasal ini,l banyakl  

orangl yangl mewakilkanl urusannyal kepadal orangl lainl adalahl karenal 

                                                             
18

l Departemenl Dalaml Negeril Direktorat l Jenderall Agraria,l Tatal Laksanal Pengurusanl Hak 

Atasl Tanah,l (Jakarta,l Yayasanl Hudayal Binal Sejahtera,l 1985)l hall 106. 
19

l Sayidl Sabiq,l Fiqihl Sunahl 13,l (Bandung:l PT.l Al-Ma’arif,l 1987),l h.87. 
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berbagail macaml alasan.l Adal yangl karenal tidakl adal waktul untukl 

melaksanakanl urusannyal sendiril ataul karenal memangl seseorangl tersebutl 

tidakl memilikil kemampuanl teknisl dalaml mengurusl suatul masalah.
20

 

Wakalahl berasall daril Wazanl wakala-yakiluwaklanl yangl berartil 

menyerahkanl ataul mewakilkanl urusanl sedangkanl wakalahl adalahl 

pekerjaanl wakill alwakalahl jugal berartil penyerahanl (al-tafwidh)l danl 

pemeliharaanl (al-hifdh)l menurutl kalanganl syafi’iyyaharti l wakalahl 

adalahl ungkapanl ataul penyerahanl kuasal (al-muwakkil)l kepadal orangl lainl 

(al-wakil)l supayal melaksanakanl sesuatul daril jenisl pekerjaanl yangl bisal  

digantikanl (an-naqbalul an-niyabah)l danl dapatl dilakukanl olehl pemberil 

kuasal denganl ketenuanl pekerjaanl tersebutl dilaksanakanl padal saatl 

pemberil kuasal masihl hidupl Perwakilanl adalahl al-wakalahl ataul al-

wikalahl menurutl bahasal artinyal al-hifdh,l aldhamaml (pendelegasian)l danl 

al-tafwidh.
21

 

Wakalahl dalaml artil harfiahl yaitul menjaga,l menahanl ataul penerapanl 

keahlianl ataul perbaikanl atasl namal orangl lain.l Akadl wakalahl merupakanl 

akadl yangl memberikanl kuasal kepadal pihakl lainl untukl melakukanl suatul 

kegiatanl dil manal yangl memberil kuasal tidakl dalaml posisil melkaukanl 

kegiatanl tersebut.l Akadl wakalahl padal dasarnyal merupakanl akadl yangl  

digunakanl olehl seseorangl apabilal dial membutuhkanl orangl lainl ataul 

                                                             
20

l Khatibull Umam,l Perbankanl Syariah,l (Jakarta:l PT.l RAJAl GROFINDOl PERSADA,l 2016),l l l l l l l h.l 167 
21

l Hendil Suhendi,l Fiqhl Muamalah,l (Jakarta;l Rajawalil Pers,l 2013),l h.l 231. 
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mengajarkanl sesuatul yangl tidakl dapatl dilakukannyal sendiril danl memintal 

orangl lainl untukl melaksanakannya.
22

 

Paral ulamal sudahl sepakatl mengenail bolehnyal akadl wakalahl karenal 

dalaml prakteknyal dil perbankanl syariahl akadl inil dipergunakanl untukl 

kegiatanl tolongl menolong,l akadl inil diperbolehkanl karenal konsepl daril 

kegiatanl tolong-menolongl danl dalaml dunial perbankanl syariah,l akadl inil 

dipergunakanl sebagail wadahl untukl mempertemukanl pihakl yangl  

mempunyai l modall denganl pihakl yangl memerlukanl modal,l danl bankl 

mendapatl feel daril jasal tersebut. 

Wakalahl adalahl penyerahanl daril seseorangl kepadal orangl lainl untukl 

mengerjakanl sesuatul dimanal perwakilanl tersebutl berlakul selamal yangl  

mewakilkanl masihl hidup.l Pelaksanaanl akadl Wakalahl padal dasarnyal  

dibenarkanl untukl disesuaikanl denganl kebiasaanl masyarakatl setempat,l 

tetapil yangl terpentingl adalahl pihakl yangl memberil kuasal adalahl pihakl 

yangl bertanggungl jawabl penuhl terhadapl kegiatanl tersebut,l pihakl yangl  

mewakilkanl hanyal perantara,l ataul wakill atasl kegiatanl yangl dilakukan,l 

artinyal kegiatanl tersebutl dapatl dikategorikanl sahl apabilal pihakl yangl  

memberikanl kuasal ada,l ataul hidupl danl karenanyal wakill dianggapl sahl pulal 

apabilal terdapatl persetujuanl ataul pengesahanl akanl pekerjaanl 

mewakilkanl tersebut.
23

 

 

 

                                                             
22

l  
23

l Jumaidi,l Pengaturanl Hukuml Perbankanl Syari‟ahl dil Indonesia,l (Jakarta:l UINl Malangl Pers,l 2009),l 

h.l 84 
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b. Dasarl Hukuml Wakalah 

Paral ulamal sepakatl Wakalahl diperbolehkan.l Bahkanl merekal 

cenderungl men-sunnahkannyal denganl alasanl bahwal hall tersebutl 

termasukl jenisl ta’awunl ataul tolong-l menolongl atasl dasarl kebaikanl danl 

taqwa. 

c. Rukunl danl Syaratl Wakalah 

Sebagaimanal tercantuml dalaml Fatwal DSN-MUIl Nomorl  

10/DSNMUI/IV/2000,l tanggall 13l Aprill 2000l tentangl Wakalah.l 

Landasanl hukuml yangl disyariatkanl dalaml akadl Wakalahl adalahl sebagail 

berikut: 

1) Rukunl wakalahl dil antaranyal sebagail berikut: 

a) Orangl yangl memberil kuasal (all Muwakkil)l  

b) Orangl yangl diberil kuasal (all Wakil). 

c) Perkara/hall yangl dikuasakanl (all Taukil). 

d) Pernyataanl Kesepakatanl (l Ijabl danl Qabul) 

2) Syaratl wakalahl dil antaranyal sebagail berikut: 

a) Orangl yangl memberikanl kuasal (alMuwakkil)l disyaratkanl cakapl 

bertindakl hukum,l yaitul telahl baligl danl berakall sehat,l baikl 

lakilakil maupunl perempuan,l bolehl dalaml keadaanl tidakl adal dil 

tempatl (gaib)l maupunl beradal dil tempat,l sertal dalam 

keadaanl sakitl ataupunl sehat.
24

 

                                                             
24

l Isnawatil Raisl Danl Hasanudin,l Fiqhl Muamalahl Danl Aplikasinyal Padal Lembagal Keuanganl Syariah,(Jakarta:l 

Lembagal Penelitianl UINl Syarifl  Hidayatullah,l 2011),l 184. 
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b) Orangl yangl menerimal kuasal (al-wakil),l disyaratkanl sebagail 

berikut: 

(1) Cakapl bertindakl hukuml untukl dirinyal danl orangl lain, 

memilikil pengetahuanl yangl memadail tentangl masalahl yangl 

diwakilkanl kepadanya,l sertal amanahl danl mampul 

mengerjakanl pekerjaanl yangl dimandatkanl kepadanya. 

(2) Ditunjukl secaral langsungl olehl orangl yangl mewakilkanl danl 

penunjukkanl harusl tegasl sehinggal benar-benarl tertujul 

kepadal wakill yangl dimaksud.l Tidakl menggunakanl kuasal 

yangl diberikanl kepadanyal untukl kepentinganl dirinyal ataul 

dil luarl yangl disetujuil olehl pemberil kuasa. 

(3) Apabilal orangl yangl menerimal kuasal melakukanl kesalahanl 

tanpal sepengetahuanl yangl memberil kuasal sehinggal 

menimbulkanl kerugian,l makal kerugianl yangl timbull 

menjadil tanggungannya.
25

 

c) Perkaral yangl Diwakilkan/Obyekl Wakalah,l Sesuatul yangl dapatl 

dijadikanl obyekl akadl ataul suatul pekerjaanl yangl dapatl dikerjakanl 

orangl lain,l perkara-perkaral yangl mubahl danl dibenarkanl olehl 

syara’,l memilikil identitasl yangl jelas,l danl milikl sahl daril al-

Muwakkil,l misalnyal jual-beli,l sewa-menyewa,l pemindahanl 

hutang,l tanggungan,l kerjasama l usaha,l penukaranl matal uang,l 

                                                             
25

l  
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pemberianl gaji,l akadl bagil hasil,l talak,l nikah, 

perdamaianl danl sebagainya.
26

 

d) Pernyataanl Kesepakatanl (Ijab-Qabul).l Kesepakatanl kedual 

belahl pihakl baikl lisanl maupunl tulisanl denganl keikhlasanl 

memberil danl menerimal baikl fisikl maupunl manfaatl daril hall yangl  

ditransaksikan. 

e) Pembatalanl wakalahl danl berakhirnya l wakalah: 

(1) Apabilal pemberil kuasal berhalanganl tetap,l dalaml hall 

pemberil kuasal berhalanganl tetapl (wafat),l makal pemberianl 

kuasal tersebutl batal,l sebagaimanal halnyal batall denganl 

adanyal pembebasanl ataul pengunduranl diril pemberil kuasa,l 

kecualil diperjanjikanl lain. 

(2) Perselisihanl antaral pemberil kuasal denganl yangl diberil 

kuasa,l apabilal terjadil perselisihanl antaral orangl yangl diberil 

kuasal denganl orangl yangl memberil kuasa,l khususnyal 

kehilanganl barangl yangl dikuasakan,l makal yangl dijadikanl 

peganganl adalahl perkataanl orangl yangl menerimal kuasal 

disertail denganl saksi.l Apabilal sengketa l disebabkanl 

pembayaran,l makal yangl dipegangl adalahl perkataanl 

penerimal kuasal denganl buktibuktinya.l Jikal penerimal kuasal 

melakukanl suatul perbuatanl yangl dianggapl salah,l 

sedangkanl ial beranggapanl bahwal pemberil kuasal 

                                                             
26

l  
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menyuruhnyal demikian,l makal yangl dijadikanl peganganl 

adalahl perkataanl penerimal kuasal selamal penerimal kuasal 

adalahl orangl yangl terpercayal untukl melakukanl 

perbuatan.
27

 

f) Berakhirnyal Wakalah 

Wakalahl bukanlahl akadl yangl berlakul abadi,l tetapil bisal menjadil 

batall ataul dibatalkan.l Dalaml hall ini,l adal beberapal hall yangl  

menyebabkanl wakalahl itul batall danl berakhirl dil antaranyal  

sebagail berikut: 

(1) Matinyal salahl seorangl daril shahibull akadl (orang-orangl  

yangl berakad),l ataul hilangnyal cakapl hukum.l Wakalahl 

mensyaratkanl pihakl yangl melakukanl akadl hidupl danl 

berakal.l Apabilal salahl satul pihakl wafatl ataul gila,l makal 

wakalahl itul menjadil tidakl memenuhil syarat. 

(2) Dihentikannyal aktivitas/pekerjaan l dimaksudl olehl kedua 

belahl pihak. 

(3) Pembatalanl akadl olehl pemberil kuasal terhadapl penerimal 

kuasa,l diketahuil olehl penerimal kuasa. 

(4) Penerimal kuasal mengundurkanl diril denganl sepengetahuanl 

pemberil kuasa. 

(5) Gugurnyal hakl pemilikanl atasl barangl bagil pemberil kuasa.
28

l  

 

                                                             
27

l Panjil Adam,l Fikihl Muamalahl Maliyah,l (Bandung:l PT.l Refikal Aditama, l (2017),l 307-308. 
28

l Dewanl Syariahl Nasional,l Himpunanl Fatwal Dewanl Syariahl Nasional,l (Jakarta:l Gaungl Persada,l 2006),l h.l 5. 
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Sedangkanl menurutl hanafiyahl rukunl al-wadiahadal satu,l 

yaitul ijabl danl qobul.l Sedangkanl yangl lainnyal termasukl syaratl  

danl tidakl termasukl rukunl danl menurutl hanafiyahl dalahl shigatl  

ijabl dianggapl sahl apabilal ijabl tersebutl dilakukanl dengan 

perkataanl yangl jelasl danl (sharih)l maupunl denganl perkataanl 

samaranl (kiyanah).l Hall inil berlakul jugal untul kabul,l disyaratkanl 

bagil yangl menitipkanl danl yangl dititipil barangl denganl mukalaf.l 

Tidakl sahl apabilal yangl menitipkanl danl yangl menerimal bendal 

titipanl adalahl orangl gilal ataul anakl yangl  beluml dewasa. 

Berakhirnyal wakalahl secaral umuml dapatl diberlakukanl 

padal wukalal al-da’wal (pengacaral danl kuasal hukum)l karenal 

sesungguhnyal merekal berstatusl wakill daril klien.l Padal dasarnyal  

tugasl danl tanggungl  jawabl urusanl seseorangl itul adalahl 

kewajibannyal sendiri,l akanl tetapil terkadangl manusial tidakl dapatl 

melakukanl tugasl itul karenal halanganl yangl timbull padal dirinyal  

diluarl kemampuannya,l makal manusial mewakilkanl kepadal 

orangl lainl yangl dianggapnyal mampul danl bolehl bertindakl untukl 

menyempurnakanl tanggungl  jawabl tersebutl untukl faedahl danl 

kebaikannya.l Makal daril itu,l akadl wakalahl telahl dapatl diterapkanl 

dalaml Institusil Keuanganl Islaml Indonesial khususnyal padal 

asuransil syariahl yaitul menggunakanl jenisl akadl wakalahl bill 

ujrah.l Asuransil syariahl telahl diaturl dalaml Undang-Undangl  

Nomorl 40l Tahunl 2014. 
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d. Hakl danl Kewajibanl dalaml Wakalah 

Dijelaskanl dalaml Kompilasil Hukuml Ekonomil Syariahl (KHES)l  

ketentutanl umuml tentangl wakalahl ialahl transaksil yangl dilakukanl olehl 

seorangl penerimal 46l kuasal dalaml hall hibah,l pinjaman,l gadai,l titipan, 

peminjaman,l kerjasamal danl kerjasamal dalaml modal/usahal harusl 

disandarkanl kepadal kehendakl pemberil kuasa.
29

l Hakl danl kewajibanl 

dalaml transaksil pemberianl kuasal dikembalikanl kepadal pihakl pemberil 

kuasa.
30

l Makal dapatl disimpulkanl bahwal transaksil yangl dilakukanl dalaml 

pemberianl kuasal harusl dikembalikan/disandarkanl kepadal kehendakl 

pemberil kuasal sebagaimana l jugal hakl danl kewajibannyal danl penerimal 

kuasal dalaml menjalankanl tugasnyal tidakl bolehl menyalahil ketentuanl 

yangl telahl ditentukanl pemberil kuasa.l Pihakl penerimal kuasal yangl telahl 

diberikanl kekuasaanl penuhl untukl melaksanakanl suatul prosesl transaksil 

juall belil berhakl menjuall hartal milikl pemberil kuasal denganl hargal yangl  

wajar.
31

l Jikal emberil kuasal telahl menentukanl harga,l makal penerimal kuasal 

tidakl bolehl menjuall lebihl rendahl daril hargal yangl telahl ditentukan.
32

l  

Apabilal dalaml kuasal penjualanl dinyatakanl secaral mutlak,l makal penerimal 

kuasal bolehl menjuall hartal secaral tunail ataul cicil.l Danl jikal dalaml kuasal 

penjualanl dinyatakanl bahwal penjualanl barangl harusl dilakukanl secaral 

tunai,l makal penerimal kuasal hanyal bolehl menjualnyal secaral tunai.
33

l  

Berdasarkanl beberapal enjelasanl dil atas,l makal penulisl dapatl 

                                                             

 
l 
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menyimpulkanl pihakl penerimal kuasal dalaml menjuall hartal milikl pemberil 

kuasal harusl menjualnyal denganl hargal yangl wajar,l tidakl bolehl melampauil 

batas.l Apabilal hargal telahl ditentukanl olehl memberil kuasa,l makal 

penerimal kuasal harusl menjualnyal denganl hargal yangl telahl ditentukan,l tidakl  

bolehl rendahl danl tidakl bolehl terlalul tinggi,l karenal dapatl merugikanl pihakl  

pemberil kuasa.l Jikal hargal jualnyal terlalul tinggil daril hargal yangl telahl ditentukanl  

dapatl mengakibatkanl masal penjualannyal terlalul lamal daril masal yangl telahl  

dipperkirakan.l Hall inil dapatl mengakibatkanl kerugianl bagil pemberil kuasa. 

Sebagaimanal menurutl sebagianl  ualaml fiqh,l jikal dalaml erwakilanl  secaral  

terbatasl (khusus),l wakill harusl bertindakl sesuail denganl batas-batasl yangl  

ditentukanl  olehl  orangl yangl diwakilinya.l Adapunl dalam 

KUHPerdatal BABl XVIl menjelaskanl tentangl  kewajibanl danl  hakl penerimal  

kuasa,l yaitu;l  

Pasall 1800:l Penerimal kuasal wajibl melaksanakanl kuasanyal danl  

bertanggungjawab l atasl segalal biayal danl  kerugianl yangl timbul. 

Pasall 1801:l Penerimal kuasal tidakl hanyal bertanggungjawab l atasl perbuatan-

perbuatanl yangl dilakukanl denganl sengajal melainkanl jugal atas 

kelalaian-kelalaianl yangl dilakukanl dalaml menjalankanl kuasanya.l  

Pasall 1802:l Penerimal kuasal wajibl memberil laporanl kepadal pemberil kuasal  

tentangl apal yangl telahl dilakukannya.l  

Pasall 1803:l Penerimal kuasal bertanggungjawab l atasl orangl lainl yangl ditunjuknyal  

sebagail penggantinya l dalaml melaksanakanl kuasanya.l  

 Pasall 1812:l Penerimal kuasal berhakl menahanl kepunyaanl pemberil kuasal yangl  

beradal dil tangannyal kepadanyal dibayarl lunasl segalal sesuatul yangl dapatl  

dituntutnya hinggal.l  
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Adapunl kewajibanl danl hakl pemberil kuasal dalaml KUHPerdatal BABl XVI,l 

yaitul dil antaranyal sebagai l berikut: 

48l Pasall 1808:l Wajibl mengambilkanl biayal  yangl telahl dikeluarkanl olehl  

penerimal kuasal untukl melaksanakanl kuasanya. 

Pasall 1809:l Memberil gantil rugil atasl kerugiankerugianl yangl dialamil peneriml  

kuasal sewaktul menjalankanl tugasnya. 

Pasall 1814:l Pemberil kuasal dapatl menarikl kembalil kuasanyal bilal hall itul  

dikehendakinyal danl dapatl memaksal pemegangl kuasal untukl mengemballikan 

kuasal itul bilal adal alasanl untukl itu. 

e. Tujuanl danl Hikmahl Wakalah 

Hakikatnyal wakalah l meupakanl  pemberianl danl pemeliharaanl amanat.l  

Olehl karenal itu,l baikl muwakkill  (orangl yangl mewakilkan)l danl wakill (orangl yangl  

mewakili)l yangl telahl bekerjasama/kontrak, l  wajibl bagil keduanyal untukl  

menjalankanl hakl danl kewajibannya,l  salingl percayal danl menghilangkanl sifatl  

curigal  danl berburukl sangka.l Sisil lainnyal yaitul terdapatl pembagianl  tugasl karenal  

tidakl semual orangl memilikil kesempatanl untukl menjalankanl pekerjaannyal  

denganl dirinyal sendiri.l Denganl mewakilkanl kepadal orangl lain,l makal muncullahl  

sikapl salingl tolongl menolongl danl memberikanl pekerjaanl bagil orangl yangl  

sedangl menganggur.l Denganl inil muwakkill akanl terbantul dalaml pekerjaannyal  

danl sil wakil l tidakl kehilanganl pekerjaannya.
34

l l  

Hikmahl dibenarkannyal wakalahl dalaml bermuamalahl bagil umatl Islaml  

ialahl terciptanya l peluangl untukl salingl tolong-menolongl (ta‟awun)l atas 

dasarl kebaikanl danl takwal sebagaimanal  yangl dikatakanl dalaml Surahl Al-Maidahl  

                                                             
34

l Abdull Rahmanl Ghazaly,l Gufronl Ihsanl danl Sapiudinl Shidiq,l Fiqh l Muamalat,l (Jakarta:l Kencanal Prenadal Media,l 

2010),l h.l 191. 
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Ayatl kel 2l yangl artinyal “...danl tolongl menolonglah l kamul dalam 

(mengerjakan) l kebaikanl danl takwa…”. 

Hikmahl yangl lainnyal diisyaratkanl waklaah l karenal tugasl asall  

tanggungjwab l urusanl itul ialahl bagi l dirinyal tetapil terkadangl ial tidakl dapatl  

meneruskanl tugasl itul olehl sebabl keuzuranl yangl timbull padal dirinyal denganl  

sebab-sebabl urusan-urusanl lainl ataul sakitl  ataul karenal apal sajal yangl  

menghalangil yangl tidakl dapatl dihindarkanl makal ial berhajatl kepada 

orangl lainl yangl bolehl bertindakl  untukl menyempurnakanl tanggungjawab l 

tersebutl makal terpaksal dial  mewakilkanl  bagil pihakl dirinyal untukl faedahl danl  

kebaikan.
35

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35

l Syaikhl Faisall binl Abdull Azizl Alul Mubarak,l Ringkasanl Nailull Authurl (terj.l Amirl Hamzah),l (Jakarta:l Pustakal 

Azzam,l 2006),l h.l 168. 
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BABl III 

HASILl PENELITIANl DANl PEMBAHASAN 

 

A. Proses Pembuatan l Kuasa Notariil Dalam Jual Beli Rumah  

Berdasarkanl Instruksil Menteril Dalaml Negeril tanggall 6l Maretl 1982l Nomorl 

14/1982l junctol Yurisprudensil Mahkamahl Agungl  tanggall 14l Aprill 1988l Nomorl 

2584,l diaturl mengenail suratl kuasal yangl  tidakl diperbolehkanl lagil untukl dibuat,l 

yaitul suratl kuasal mutlakl yangl berkaitanl denganl tanah/rumah.l Pelaranganl inil 

dikarenakanl dalaml hall juall belil tanah/rumahl banyakl pihak-pihakl yangl 

menyalahgunakannya,l Karenal dil dalaml klausull kuasal mutlakl selalul dicantumkanl 

kalimatl “kuasal yangl tidakl dapatl dicabutl kembali”,l sehinggal denganl adanyal 

klausull tersebutl penerimal kuasal dapatl denganl bebasl melakukanl perbuatanl apal 

pun,l baikl tindakanl pengurusanl maupunl tindakanl kepemilikanl atasl tanahl yangl 

dimaksud. 

Tujuanl daril dilakukannyal pemberianl kuasal mutlakl inil adalahl untukl 

memberikanl kepastianl hukuml kepadal pembelil tanah/rumah.l Jadi,l apabilal semual 

persyaratanl yangl dibutuhkanl dalaml hall pembuatanl aktal juall belil sudahl terpenuhi,l 

makal untukl melakukanl suatul perbuatanl prosesl pemindahanl hakl atasl tanahl ataul 

prosesl balikl namal tersebutl tidakl memerlukanl lagil keterlibatanl daril pihakl penjual.l 

Namunl dalaml Instruksil Mendagril Nomorl 14l Tahunl 1982l diaturl bahwal mengenail 

pemberianl kuasal mutlakl yangl dikaitkanl denganl perjanjianl pengikatl juall belil atasl 

tanahl (PPJB)l makal pemberianl kuasal mutlakl tersebutl tidakl dianggapl identikl 

denganl pemberianl kuasal mutlakl yangl dilarang.l  
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Penggunaanl kuasal mutlakl yangl tidakl termasukl sebagail kuasal mutlakl yangl 

dilarangl dalaml Instruksil Menteril Dalaml Negeril Nomorl 14l Tahunl 1982l adalah 

1. Penggunaanl kuasal mutlakl yangl dimaksudl dalaml Pasall 3l blangkol aktal juall 

belil sebagaimana l ditetapkanl dalaml Peraturanl Menteril Agrarial Nomorl 11l 

Tahunl 1961l tentangl Bentukl Akta. 

2. Penggunaanl kuasal penuhl yangl dicantumkanl dalaml perjanjianl pengikatanl 

juall belil yangl aktanyal dibuatl olehl seorangl Notarisl . 

3. Penggunaanl kuasal yangl digunakanl untukl memasangl hipotekl yangl aktanyal 

dibuatl olehl Notaris. 

l l Kuasal Notariill ataul Aktal Kuasal merupakanl kuasal yangl dibuatl dalaml 

bentukl tertulis.l Kuasal Notariill biasal disebutl denganl aktal kuasal yangl merupakanl 

aktal yangl dibuatl olehl danl atasl buahl pikiranl daril pejabatl yangl berwenangl untukl itul 

yaitul Notarisl .l Prosesl pembuatanl kuasal ini,l terlebihl dahulul biasanyal seorangl 

Notarisl l akanl menanyakanl alasanl kepentinganl dibuatnyal aktal kuasal tersebutl danl 

seorangl Notarisl l jugal akanl memintal data-datal identitasl paral pihakl seperti,l kartul 

tandal pendudukl (KTP)l pihakl pemberil kuasal maupunl pihakl penerimal kuasa,l kartul 

tandal pendudukl (KTP)l suamil ataul istril daril pihakl pemberil kuasa,l sertal kartul 

keluargal (KK)l pihakl pemberil kuasal ataul suratl nikah.l Dokumen-dokumenl yangl 

telahl disebutkanl sebelumnya,l dilakukanl untukl melakukanl suatul penelitianl awall 

mengenail kedudukanl paral pihak.l Dokumen-dokumenl tersebutl merupakanl 

syarat-syaratl yangl harusl dipenuhil ataul yangl dituntutl harusl adal olehl peraturanl 

perundang-undanganl karenal hall tersebutl berkaitanl denganl legalitasl akanl aktal 

kuasal yangl akanl dibuat.l Hall inil bertujuanl untukl menjaminl legalitasl perjanjianl 
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tersebutl hinggal konsekuensil yuridisl yangl dimungkinkanl terjadil padal saatl prosesl 

dibuatnyal perjanjian.l Sebagail contohl dalaml hall melepaskanl suatul hakl kebendaanl 

(rumah),l seorangl suamil ataul istril wajibl untukl mendapatkanl persetujuanl daril 

pasangannyal danl wajibl untukl diketahuil satul samal lain.l Danl untukl selanjutnyal 

seorangl Notarisl l jugal akanl menanyakanl mengenail adal ataul tidaknyal suatul syaratl 

khususl yangl akanl dibuatl olehl paral pihakl yangl kemudianl akanl dicantumkanl dil 

dalaml akta. 

Berdasarkanl hasill wawancaral denganl Notarisl l Ibul Tril Saktil 

Handayani,SH”l l Notarisl l mengacul l padal Pasall 1l angkal 1l Undang-Undangl Nomorl 

30l Tahunl 2004l tentangl Jabatanl Notarisl l (UUl Notarisl )l sebagaimana l yangl telahl 

diubahl denganl Undang-Undangl Nomorl 2l Tahunl 2014l tentangl Perubahanl Atasl 

Undang-Undangl Nomorl 30l Tahunl 2004l tentangl Jabatanl Notarisl l (UUl 2/2014),l 

Notarisl l berwenangl membuatl aktal autentikl mengenail semual perbuatan,l 

perjanjian,l danl penetapanl yangl diharuskanl olehl peraturanl perundang-undanganl 

dan/ataul yangl dikehendakil olehl yangl berkepentinganl untukl dinyatakanl dalaml 

aktal autentik,l menjaminl kepastianl tanggall pembuatanl akta,l menyimpanl akta,l 

memberikanl grosse,l salinanl danl kutipanl akta,l sepanjangl pembuatanl aktal itul tidakl 

ditugaskanl ataul dikecualikanl kepadal pejabatl lainl ataul orangl lainl yangl ditetapkanl 

olehl undang-undang.l Selainl itu,l Notarisl l berwenangl pulal untuk:l  

1. Mengesahkanl tandal tanganl danl menetapkanl kepastianl tanggall suratl dil 

bawahl tanganl denganl mendaftarl dalaml bukul khusus 

2. Membukukanl suratl dil bawahl tanganl denganl mendaftarl dalaml bukul khusus; 
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3. Membuatl kopil daril aslil suratl dil bawahl tanganl berupal salinanl yangl memuatl 

uraianl sebagaimanal ditulisl danl digambarkanl dalaml suratl yangl bersangkutan 

4. Melakukanl pengesahanl kecocokanl fotokopil denganl suratl aslinya 

5. Memberikanl penyuluhanl hukuml sehubunganl denganl pembuatanl akta 

6. Membuatl aktal yangl berkaitanl denganl pertanahan;l atau 

7. Membuatl aktal risalahl lelang. 

Prinsip-prinsipl hukuml dalaml pemberianl kuasal yangl bersumberl daril 

KUHPerdatal (Pasall 1792l sampail denganl 1819).l Suatul pemberianl kuasal 

mempunyail batasan-batasanl yangl wajibl ditaatil olehl pemberil kuasal danl penerimal 

kuasa.l Batasan-batasanl yangl menjadil acuanl dalaml pembuatanl akta-aktal kuasal 

yaitu: 

1. Laranganl Penerimal Kuasal Sebagail Pembelil (Selbsteintritt)l yangl tercantuml 

dalaml Pasall 1470l KUHPerdata 

2. l Laranganl Penggunaanl Kuasal Mutlakl atasl Objekl Hakl atasl Tanah 

3. Kuasal Denganl Klausulal Tidakl Dapatl dicabutl Kembali 

4. Kuasal Denganl Hakl Substitusi 

5. Kuasal Kepadal Lebihl Daril Satul Penerimal Kuasa 

Aktal Notarisl l l disebutl jugal aktal berital acara,l yaitul aktal yangl dibuatl olehl 

Notarisl l yangl memuatl uraianl secaral autentikl daril Notarisl l mengenail suatul 

tindakanl yangl dilakukanl ataul suatul keadaanl yangl dilihatl ataul disaksikanl olehl 

Notarisl l dil dalaml menjalankanl jabatannyal sebagail Notarisl ,l misalnyal aktal berital 

acara/risalahl rapatl umuml pemegangl sahaml suatul perseroanl terbatas,l aktal 

pencatatanl budel,l danl lain-lain. 
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Padal ketentuanl Perikatanl Juall Belil (AJB)l dicantumkanl kapanl AJBl akanl 

dilaksanakanl besertal persyaratanl yangl dibutuhkan.l Didalaml PJBl lunasl jugal 

dicantumkanl mengenail kuasal daril penjuall kepadal pembelil untukl 

menandatangani l Aktal Juall Belil (AJB),l sehinggal penandatangananl AJBl nantinyal 

tidakl memerlukanl lagil kehadiranl penjuall secaral fisik.l Sementaral itu,l dijumpail 

beberapal faktorl yangl menyebabkanl lahirnyal Suratl Keteranganl Notarisl l dalaml 

pembayaranl lunasl padal peralihanl juall belil balikl namal bidangl tanahl yaknil :l  

1. Untukl mengikatl paral pihakl antaral penjuall danl pembelil dalaml hall peralihanl 

juall belil balikl nama.l  

2. Memberikanl jaminanl kepadal Pembelil dalaml pembayaranl lunas.l  

3. Untukl mempermudahl tugasl Notarisl l dalaml memprosesl peralihanl hakl atasl 

tanah.l  

4. Menerangkanl keadaanl obyekl yangl telahl dibayarl lunasl  

5. Secaral faktuall obyekl sudahl beralihl secaral Hukum,l namunl secaral Normatifl 

beluml dikatakanl beralih. 

Notarisl dalaml pembuatanl aktal juall belil blangkol berisi: 

1. Judull Suratl Judull dalaml suratl biasanyal ditulisl denganl hurufl kapitall yangl  

dicetakl teball danl diletakkanl dil tengah. 

2. Identitasl Pemberil danl Penerimal Kuasa 

Hall selanjutnya l yangl harusl adal dil dalaml suratl kuasal adalahl identitasl pemberil 

kuasa.l l Mulail daril nama,l nomorl identitasl (KTP/SIM/paspor),l tempatl danl 

tanggall lahir,l pekerjaan,l alamat,l danl nomorl teleponl yangl bisal dihubungi.l Takl 

hanyal identitasl pemberil kuasa,l harusl adal pulal identitasl penerimal kuasa.l l 
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Identitasl lengkapl penerimal kuasal yaitul mencakupl nama,l nomorl identitasl 

(KTP/SIM/paspor),l tempatl danl tanggall lahir,l pekerjaan,l alamat,l danl nomorl 

teleponl yangl bisal dihubungi. 

3. Hall yangl Dikuasakan 

Setelahl identitasl daril kedual belahl pihak,l suratl inil jugal harusl memuatl hal-hall 

yangl dikuasakan.l l Suratl tersebutl harusl mencantumkanl secaral jelasl danl tegasl 

mengenail kuasal yangl diberikan,l sepertil menjual,l menghibahkan,l danl lain-

lain. 

4. Waktul Pemberianl Kuasa 

Suratl inil jugal harusl berisil tenggatl waktul sampail kapanl kuasal tersebutl 

diberikanl kepadal penerimal kuasa.l l Hall itul bertujuanl untukl menghindaril 

penyalahgunaanl wewenangl yangl telahl diberikan. 

5. Tandal Tanganl Pemberil danl Penerimal Kuasa 

Tandal tanganl daril kedual pihakl dibutuhkanl sebagail buktil yangl sahl bahwal 

kedual belahl pihakl telahl menyetujuil suratl yangl telahl dibuat.l  

6. Tandal Tanganl Saksi/Pejabatl Setempat 

Hall terakhirl yangl perlul ditambahkanl dalaml suratl pemberianl wewenangl inil 

adalahl tandal tanganl daril saksil ataul pejabatl setempat.l Tandal tanganl inil 

diperlukanl agarl suratl kuasal memilikil keabsahanl danl kedudukanl hukuml yangl  

kuat,l sehinggal tidakl disalahgunakanl dil kemudianl hari. 

Kesimpulanl yangl didapatkanl bahwal prosesl pembuatanl l suratl kuasal notariill l 

juall belil l rumahl pertamal Notarisl l akanl menanyakanl alasanl kepentinganl dibuatnyal 

aktal kuasal tersebutl danl seorangl Notarisl l jugal akanl memintal data-datal identitasl 
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paral pihakl seperti,l kartul tandal pendudukl (KTP)l pihakl pemberil kuasal maupunl 

pihakl penerimal kuasa,l kartul tandal pendudukl (KTP)l suamil ataul istril daril pihakl 

pemberil kuasa,l sertal kartul keluargal (KK)l pihakl pemberil kuasal ataul suratl nikah.l 

Dokumen-dokumenl yangl telahl disebutkanl sebelumnya,l dilakukanl untukl 

melakukanl suatul penelitianl awall mengenail kedudukanl paral pihak.l Dokumen-

dokumenl tersebutl merupakanl syarat-syaratl yangl harusl dipenuhil ataul yangl  

dituntutl harusl adal olehl peraturanl perundang-undanganl untukl menjaminl 

kelegalitasanl aktal yangl dibuat.l Kemudianl blangkol yangl sudahl diisil Notarisl ,l danl 

ditanda-tanganil penerimal kuasal danl pemberil kuasal danl saksi.l Notarisl l akanl 

membacakanl aktal dil hadapanl penerimal kuasa,l pemberil kuasal danl saksi. 

B. Hukuml Perdatal Tentangl Suratl Kuasal Notariill Dalaml Juall Belil Rumah 

PPJBl danl kuasal menjuall yangl dibuatl berlandaskanl pasall 1338l KUHl  

Perdatal merupakanl perjanjianl yangl secaral sahl berlakul sebagail undang-undangl  

bagil Notarisl l yangl membuatnya,l sehinggal PPJBl danl kuasal menjuall merupakanl 

bentukl perlindunganl hukuml preventifl yangl bertujuanl untukl mencegahl terjadinyal 

sengketa.l Pasall 15l ayatl (1)l UUJNl tersebutl menegaskanl bahwal salahl satul 

kewenanganl Notarisl ,l yaitul membuatl aktal secaral umum,l denganl batasanl yaitu: 

1. Tidakl dikecualikanl kepadal pejabatl lainl yangl ditetapkanl olehl undang-undang 

2. Menyangkutl aktal yangl harusl dibuatl ataul berwenangl membuatl aktal otentikl 

mengenail semual perbuatan,l perjanjian,l danl ketetapanl yangl diharuskanl olehl 

aturanl hukuml ataul dikehendakil olehl yangl bersangkutan 

3. Mengenail subyekl hukuml (orangl ataul badanl hukum)l untukl kepentinganl siapal 

aktal itul dibuatl ataul dikehendakil olehl yangl berkepentingan 
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4. Berwenangl mengenail tempat,l dil manal aktal itul dibuat,l hall inil sesuail denganl 

tempatl kedudukanl danl wilayahl Jabatanl Notarisl  

5. Mengenail pembuatanl waktul pembuatanl akta,l dalaml hall inil Notarisl l harusl 

menjaminl kepastianl waktul menghadapl paral penghadapl yangl tercantuml 

dalaml akta. 

UUl No.l 2l  Tahunl 2014l Tentangl Jabatanl Notarisl l telahl mengaturl denganl jelasl 

tugasl danl kewenanganl Notarisl .l Dalaml Pasall 15l (1)l disebutkanl bahwal Notarisl l 

berwenangl membuatl aktal otentikl mengenail semual perbuatan,l perjanjian,l danl 

ketetapanl yangl diharuskanl olehl peraturanl perundang-l undanganl dan/ataul yangl 

dikehendakil olehl yangl berkepentinganl untukl dinyatakanl dalaml aktal otentik,l 

menjaminl kepastianl tanggall pembuatanl akta,l menyimpanl akta,l memberikanl 

grosse,l salinanl danl kutipanl akta,l semuanyal itul sepanjangl pembuatanl akta-aktal itul 

tidakl jugal ditugaskanl ataul dikecualikanl kepadal pejabatl lainl ataul orangl lainl yangl  

ditetapkanl olehl undang-undang. 

Selanjutnya l dalaml ayatl (2)l disebutkanl bahwal Notarisl l berwenang: 

1. Mengesahkanl tandal tanganl danl menetapkanl kepastianl tanggall suratl dil 

bawahl tanganl denganl mendaftarl dalaml bukul khusus 

2. Membukukanl surat-suratl dil bawahl tanganl denganl mendaftarl dalaml bukul 

khusus 

3. Membuatl kopil daril aslil surat-suratl dil bawahl tanganl berupal salinanl yangl 

memuatl uraianl sebagaimana l ditulisl danl digambarkanl dalaml suratl yangl  

bersangkutan 

4. Melakukanl pengesahanl kecocokanl fotokopil denganl suratl aslinya 
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5. Memberikanl penyuluhanl hukuml sehubunganl denganl pembuatanl akta; 

6. Membuatl aktal yangl berkaitanl denganl pertanahanl l atau 

7. Membuatl aktal risalahl lelang. 

Berdasarkanl Pasall 1338l KUHPerdatal berartil baikl pemberil maupunl 

penerimal kuasal berhakl memperjanjikanl apal sajal asall tidakl bertentanganl denganl 

undang-undang,l kesusilaanl ataul ketertibanl umum.l pemberianl kuasal dapatl 

dilakukanl melaluil Aktal Notarill yangl artinyal kuasal tersebutl mempunyail kekuatanl 

pembuktianl mutlakl danl mengikatl yangl merupakanl alatl buktil sempurna.l 

Kekuatanl pembuktianl sempurnal adalahl alatl buktil yangl sudahl tidakl perlul 

dilengkapil denganl alatl buktil lain,l tetapil masihl memungkinkanl pembuktianl 

perlawananl sehinggal tidakl perlul dibuktikanl lagil selamal ketidakbenarannya l tidakl 

dapatl dibuktikanl hall inil sebagaimanal diaturl dalaml Pasall 1870l KUHPerdata.l Pasall 

1792l KUHPerdatal pemberianl kuasal bertujuanl untukl mewakilil kepentinganl sil 

pemberil kuasa,l namunl dalaml praktiknyal beberapal pemberianl kuasal tidakl hanyal 

untukl mewakilil kepentinganl sil pemberil kuasal melainkanl jugal kepentinganl 

penerimal kuasal itul sendiri.l Salahl satul pemberianl kuasal yangl bertindakl tidakl 

hanyal untukl mewakilil sil pemberil kuasal namunl jugal untukl kepentinganl penerimal 

kuasal yaknil Aktal Kuasal Menjuall yangl penerimal kuasanyal bertindakl sebagail 

penjuall untukl mewakilil pemberil kuasal danl bertindakl pulal sebagail pembelil untukl 

dirinyal sendiri.l Adanyal kuasal menjuall yangl penerimal kuasanyal bertindakl 

sebagail penjuall sekaligusl sebagail pembelil padal dasarnyal merupakanl suatul 

bentukl perlindunganl hukuml (kepastianl hukum)l yangl diberikanl kepadal pembelil 

dalaml Perjanjianl Pengikatanl Juall Belil (PPJB)l yangl telahl dibayarl lunasl olehl 

46 

50 



60 
 

pembeli,l akanl tetapil beluml dapatl dilakukanl balikl namal sertifikatl karenal adal 

syaratl yangl beluml terpenuhi. 

Kesimpulanl yangl didapatl bahwal Suratl Kuasal Notariill dalaml juall belil 

rumahl dalaml hukuml perdatal diperbolehkanl asall sesuail denganl wewenangl danl 

tugasl sebagail Notarisl l danl tidakl melanggarl laranganl yangl sudahl diaturl dalaml 

KUHPerdatal (Pasall 1792l sampail denganl 1819)l yaitu: 

1. Laranganl Penerimal Kuasal Sebagail Pembelil (Selbsteintritt)l yangl tercantuml 

dalaml Pasall 1470l KUHPerdata 

2. l Laranganl Penggunaanl Kuasal Mutlakl atasl Objekl Hakl atasl Tanah/rumah 

3. Kuasal Denganl Klausulal Tidakl Dapatl dicabutl Kembali 

4. Kuasal Denganl Hakl Substitusi 

5. Kuasal Kepadal Lebihl Daril Satul Penerimal Kuasa 

 

C.Penelitian Pelaksanaan Perjanjian Dalam Jual-Beli Rumah  

 Penelitian Pelaksanaan Perjanjian dalam jual beli bertujuan untuk 

mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual 

beli rumah dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan para pihak dalam 

terjadinya wanprestasi pelaksanaan perjanjian jual beli rumah. Hasil wawancara 

dengan Ibu Tri Sakti Handayani,SH (Notaris Brebes) mengatakan bahwa dalam 

pelaksanaan perjanjian jual beli rumah terjadi beberapa bentuk wanprestasi. 

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli rumah yang sering terjadi 

yang dilakukan oleh developer yaitu jangka waktu penyelesaian pembangunan 

yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam surat perjanjian sedangkan 
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wanprestasi yang dilakukan konsumen perumahan selaku pembeli adalah 

keterlambatan pembayaran angsuran rumah dari waktu yang telah ditentukan. 

Upaya hukum yang dilakukan para pihak dalam hal terjadinya wanprestasi 

dalam pelaksanaan perjanjian jual beli rumah, adalah dilakukan musyawarah 

untuk mufakat dan kekeluargaan. Kedua belah pihak mengadakan pertemuan 

untuk mengemukakan alasan terjadinya wanprestasi pelaksanaan perjanjian jual 

beli rumah ini, sehingga disepakati solusi, yaitu memberi kelonggaran atau 

perpanjangan waktu pemenuhan prestasi oleh masing-masing pihak dengan segala 

konsekuensinya. 
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BABl IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulanl yangl didapatkanl padal hasill penelitianl inil antaral lain: 

1. Prosesl pembuatanl l Suratl Kuasal Notariill l juall belil l rumahl pertamal Notarisl l 

akanl menanyakanl alasanl kepentinganl dibuatnyal aktal kuasal tersebutl danl 

seorangl Notarisl l jugal akanl memintal data-datal identitasl paral pihakl seperti,l 

kartul tandal pendudukl (KTP)l pihakl pemberil kuasal maupunl pihakl penerimal 

kuasa,l kartul tandal pendudukl (KTP)l suamil ataul istril daril pihakl pemberil kuasa,l 

sertal kartul keluargal (KK)l  pihakl pemberil kuasal ataul suratl nikah.l Dokumen-

dokumenl yangl telahl disebutkanl sebelumnya,l dilakukanl untukl melakukanl 

suatul penelitianl awall mengenail kedudukanl paral pihak.l Dokumen-dokumenl 

tersebutl merupakanl syarat-syaratl yangl harusl dipenuhil ataul yangl dituntutl 

harusl adal olehl peraturanl perundang-undanganl untukl menjaminl 

kelegalitasanl aktal yangl dibuat.l Kemudianl blangkol yangl sudahl diisil Notarisl ,l 

danl ditanda-tanganil penerimal kuasal danl pemberil kuasal danl saksi.l Notarisl l 

akanl membacakanl aktal dil hadapanl penerimal kuasa,l pemberil kuasal danl saksi. 

2. Suratl Kuasal Notariill dalaml juall belil rumahl dalaml hukuml perdatal 

diperbolehkanl asall sesuail denganl wewenangl danl tugasl sebagail Notarisl l danl 

tidakl melanggarl laranganl yangl sudahl diaturl dalaml KUHPerdatal (Pasall 1792l 

sampail denganl 1819)l yaitu: 
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a) Laranganl Penerimal Kuasal Sebagail Pembelil (Selbsteintritt)l yangl  

tercantuml dalaml Pasall 1470l KUHPerdata 

b) l Laranganl Penggunaanl Kuasal Mutlakl atasl Objekl Hakl atasl Tanah/rumah 

c) Kuasal Denganl Klausulal Tidakl Dapatl dicabutl Kembali 

d) Kuasal Denganl Hakl Substitusi 

e) Kuasal Kepadal Lebihl Daril Satul Penerimal Kuasa 

 

B. Saran 

Saranl penulisl bagil paral pembelil rumahl /l tanahl :l untukl menghindaril 

penipuanl danl sengketal tanahl dikemudianl haril sepertil yangl seringl terjadil penulisl 

sarankanl untukl prosesl juall belil rumahl /l tanahl sebaiknyal dilaksanakanl denganl aktal 

juall belil olehl PPATl /l Notaris.l Agarl prosesl juall belil rumahl /l tanahl punyal kekuatanl 

hukuml sesuail ketentuanl hukuml danl peraturanl perundangl -undanganl yangl 

berlaku.l  
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